Menimbang :

Mengingat

Menetapkan:

SALINAN

BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG
KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KULON PROGO,

bahwa untuk melaksanakan Pasal 6 ayat (7), Pasal 7 ayat (3),
Pasal 16 ayat (5), Pasal 31 ayat (5), Pasal 36 ayat (5), Pasal 54
ayat (5), Pasal 84 ayat (8), Pasal 89 ayat (7), Pasal 92 ayat (11),
Pasal 93 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024
tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Repubik
Indonesia Nomor 7056);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon
Progo Nomor 118);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN UMUM PAJAK
DAERAH.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat
dikenai Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan
yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak,
termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi
kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal
yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan
dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat
PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan
kendaraan bermotor.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya
disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik
kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak
atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena
jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan
ke dalam badan usaha.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda
beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis
jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air
yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor
atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah
suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak
kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas
bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah
dan perairan pedalaman.
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Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam
atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi
dan di bawah permukaan Bumi.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas
perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas
tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan
di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
di bidang pertanahan dan Bangunan.

Pajak barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya
disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan
oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa
tertentu.

Makanan dan/atau Minuman adalah makanan
dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau
diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung,
atau melalui pesanan oleh restoran.

Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan
oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan
untuk bermacam peralatan listrik.

Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi
yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan
dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan
tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan
memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area
parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok
usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha,
termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan
Bermotor.

Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan
atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan,
permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian
untuk dinikmati.

Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan
reklame.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media
yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan
komersial memperkenalkan, menganjurkan,
mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap
sesuatu.

Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT
adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air
tanah.

Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah
atau batuan di bawah permukaan tanah.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya
disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan
pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari
sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi
untuk dimanfaatkan.

Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya
disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan
sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-
undangan di bidang mineral dan batu bara.
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Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut
persentase tertentu.

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut
Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan
oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opsen Bea Balik Nama  Kendaraan  Bermotor
yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen
yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli
yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat
transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan
harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan
baru, atau NJOP pengganti.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak
sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah
yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas
Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi
kewajiban perpajakan Daerah.

Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD
adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam
administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai
dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan
besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan
Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan
dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan
objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
Daerah.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat
SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk
melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
Daerah.

Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak
yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah lampiran
yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data
bangunan secara rinci sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD
adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah
dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
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Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya
disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk
memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada
Wajib Pajak.

Surat  Ketetapan  Pajak Daerah  Lebih  Bayar
yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat
ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar
daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak
terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan
Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak,
jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah
Pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat
ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
Pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya
disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak
yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya
dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan
tidak ada kredit pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak
dan/atau sanksi administratif = berupa  bunga
dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan
yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung,
dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan
Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan
atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan
atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib

Pajak.
Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
untuk menilai kelengkapan pengisian surat

pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan
dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang
kebenaran penulisan dan penghitungannya
serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan
SSPD.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti
yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
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Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan
yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan
Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
Wajib Pajak, dan/ atau tempat lain yang dianggap perlu
oleh Pemeriksa.

Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan
di kantor Badan Pendapatan Daerah atau Instansi
Pelaksana Pemungut Pajak dan/ atau kantor-kantor
di lingkungan Pemerintah Daerah.

Surat  Perintah Pemeriksaan yang  selanjutnya
disingkat SP2 adalah surat perintah untuk melakukan
Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya
disingkat SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan
Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai
koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari
jumlah pokok pajak terutang dan perhitungan sementara
dari sanksi administrasi.

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya
disingkat PAHP adalah pembahasan antara Wajib Pajak
dan Pemeriksa atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya
dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil
Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak
dan berisi koreksi pokok pajak terutang baik yang
disetujui maupun yang tidak disetujui dan perhitungan
sanksi administrasi.

Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP
adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat
oleh pemeriksa mengenai prosedur pemeriksaan
yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti
yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan
simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanan
pemeriksaan.

Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat
LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan
dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa
secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang
lingkup dan tujuan Pemeriksaan.

Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir yang selanjutnya
disebut LHP Sumir adalah laporan tentang penghentian
Pemeriksaan tanpa adanya usulan penerbitan surat
ketetapan pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak
atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan
yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung
Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak
dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan
penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat
paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual
barang yang telah disita.
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Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan
penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak
kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh
tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari
semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.

Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar
termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda,
dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat
ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat
untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.
Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak
dan biaya Penagihan Pajak.

Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan
Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus,
pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan
dan penyanderaan.

Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi
Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor,
dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka
waktu tertentu.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu)
tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan
tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
Hari adalah hari kerja.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya
disingkat BKAD adalah BKAD Kabupaten Kulon Progo.
Kapanewon adalah nama lain Kecamatan di Wilayah
Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian
Wilayah Kabupaten.

Kelurahan adalah bagian wilayah kerja Lurah sebagai
Perangkat kapanewon dalam wilayah kerja Kapanewon.
Kalurahan adalah desa di wilayah DIY yang merupakan
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

Lurah adalah sebutan Kepala Desa di Wilayah Daerah
Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah
Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas,
dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga
Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah,
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta,
dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kulon
Progo.
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Pemerintah Kalurahan/Kelurahan adalah Pemerintah
Kalurahan/Kelurahan di Kabupaten Kulon Progo
Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II
MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2
Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi
atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif
atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu
dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian
Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.
Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib
Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan
Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut
berdasarkan  perhitungan = sendiri = Wajib Pajak
atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak
terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan
penetapan Bupati.
Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dikecualikan untuk BPHTB.

Bagian Kedua
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 3
Tahun Pajak untuk PBB-P2 merupakan jangka waktu
yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya
kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi
dan/atau Bangunan.
Saat penentuan untuk menghitung PBB-P2 terutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan
keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Bagian Ketiga
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pasal 4

Saat terutangnya BPHTB pada saat terjadinya perolehan

tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:

a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya
perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;

b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta
untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat,
pemasukan dalam perseroan atau badan hukum
lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan
peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha,
pemekaran usaha, dan/atau hadiah;



(2)

(1)
(2)

(3)

(1)
(2)

c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa
oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya
ke kantor yang membidangi pertanahan untuk waris;

d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;

e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan
pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah
sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;

f.  pada tanggal diterbitkannya surat keputusan
pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar
pelepasan hak; dan/atau

g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk
lelang.

Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak

menggunakan perjanjian pengikatan  jual  beli

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat
terutang BPHTB pada saat ditandatanganinya akta jual
beli.

Bagian Keempat
Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 5

Masa Pajak untuk PBJT merupakan jangka waktu yang

lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Dikecualikan dari ketentuan Masa Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) untuk Masa Pajak PBJT atas jasa

kesenian dan hiburan yang penyelenggaraannya bersifat
insidental yaitu selama penyelenggaraan hiburan
berlangsung.

Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:

a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau
Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau
Minuman;

b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk
PBJT atas Tenaga Listrik;

c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan
untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;

d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan
tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan

e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan
Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Bagian Kelima
Pajak Reklame

Pasal 6
Masa Pajak untuk Pajak Reklame merupakan jangka
waktu penyelenggaraan reklame.
Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat
terjadinya penyelenggaraan Reklame.
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Bagian Keenam
Pajak Air Tanah

Pasal 7
(1) Masa Pajak untuk PAT merupakan jangka waktu
yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
(2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 8
(1) Masa Pajak untuk Pajak MBLB merupakan jangka waktu
yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
(2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya
pengambilan MBLB di mulut tambang.

Bagian Kedelapan
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 9
(1) Masa Opsen PKB sesuai dengan masa PKB.
(2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat
terutangnya PKB.

Bagian Kesembilan
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 10
(1) Masa Opsen BBNKB sesuai dengan masa BBNKB.
(2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat
terutangnya BBNKB.

BAB III
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK, PENETAPAN
BESARAN PAJAK TERUTANG, PEMBAYARAN DAN
PENYETORAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 11

(1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan
Pajak Daerah melakukan pendataan Wajib Pajak dan
objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan
menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak,
termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan
administrasi perpajakan Daerah.

(2) Pendataan PBB-P2 dilakukan untuk seluruh Bumi
dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah.

(3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan melalui pendaftaran, pemutakhiran, dan/atau
pemetaan.
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Pasal 12
Wajib Pajak wajib melakukan pendaftaran diri dan/atau
objek Pajaknya kepada Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi  Pengelolaan Pajak Daerah  dengan
permohonan melalui sistem berbasis elektronik atau
secara manual/tertulis.
Wajib Pajak yang mendaftarkan diri dan/atau objek
Pajaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melampirkan:
a. fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu keluarga
bagi Wajib Pajak orang pribadi;
b. fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu keluarga
penanggung jawab badan; dan/atau
c. fotokopi akta pendirian perusahaan bagi Wajib Pajak
Badan dilengkapi dengan nomor induk berusaha bagi
yang sudah memiliki.
Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Wajib Pajak untuk jenis Pajak PBB-P2, Pajak Reklame dan
PAT melampirkan:
a. formulir surat pendaftaran objek Pajak untuk Pajak
Reklame dan PAT; dan
b. SPOP untuk PBB-P2.
Ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga
Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau
badan usaha milik Daerah.
Format Surat Pendaftaran Objek Pajak tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 13
Wajib Pajak diberikan 1 (satu) NPWPD atas pendaftaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah
yang membidangi Pengelolaan Pajak Daerah.
Selain NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan
Pajak Daerah dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD,
atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis
Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Kepala
Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak
Daerah secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan
data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 14
Dalam hal terdapat Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi
persyaratan subjektif dan objektif, Kepala Perangkat
Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak Daerah dapat
melakukan pemutakhiran data melalui penonaktifan
atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD,
dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
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Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor

registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang

dipersamakan dapat dilakukan secara jabatan atau atas
dasar permohonan Wajib Pajak.

Persyaratan subjektif dan objektif Wajib Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Wajib Pajak telah meninggal dunia dan tidak
meninggalkan ahli waris;

b. Wajib Pajak Badan telah dibubarkan secara resmi;

c. Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) NPWPD;

d. Wajib Pajak telah menghentikan kegiatan usahanya;
atau

e. Wajib Pajak dengan status tidak aktif, tidak
mempunyai kewajiban Pajak dan secara nyata tidak
menunjukkan adanya kegiatan usaha.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilampiri dengan:

a. dokumen yang menunjukkan Wajib Pajak sudah
meninggal dunia serta surat keterangan tidak
mempunyai ahli waris yang diketahui oleh pihak yang
berwenang;

b. akta pembubaran badan usaha;

c. surat pernyataan mengenai kepemilikan NPWPD ganda
dan fotokopi semua NPWPD untuk Wajib Pajak yang
mempunyai lebih dari 1 (satu) NPWPD;

d. surat pernyataan bahwa Wajib Pajak menghentikan
kegiatan usahanya; dan/atau

e. surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk
penerima kuasa dalam hal dikuasakan.

Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD,

nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain

yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat

Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak Daerah

harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu paling

lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima
secara lengkap.

Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu

3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap

disetujui.

Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor

registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang

dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan sepanjang Wajib Pajak:

a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan

b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa

keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan
kembali.

Pasal 15
BKAD menyampaikan SPOP kepada Subjek Pajak
atau Wajib Pajak dalam rangka Pendaftaran dan
Pemutakhiran PBB-P2.
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SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi

dengan ketentuan:

a. diisi dengan  jelas, benar, dan lengkap,
serta ditandatangani oleh :

1. Subjek Pajak atau Wajib Pajak;

2. pengurus/direksi/yang diberi kuasa dalam hal yang
menjadi Subjek Pajak atau Wajib Pajak berupa
Badan;

b. dilampiri surat kuasa dalam hal ditandatangani oleh
penerima kuasa;
c. harus disertai dengan data pendukung untuk isian

SPOP; dan/atau

d. bagi Wajib Pajak yang memiliki bangunan, SPOP
dilampiri LSPOP.

Pengisian dengan jelas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a berupa pengisian data dalam SPOP agar

tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan

negara maupun Subjek Pajak atau Wajib Pajak.

Pengisian dengan benar sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a berupa semua data yang dilaporkan harus

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Pengisian dengan lengkap sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a SPOP memuat semua unsur yang harus

dilaporkan.

Format SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Penyampaian SPOP sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 ayat (1) dapat dilakukan secara langsung, melalui

pos, jasa pengiriman, pesan elektronik, aplikasi daring

atau cara lain yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat

Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak Daerah.

Tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak atau Wajib

Pajak ditetapkan berdasarkan:

a. tanggal bukti diterima, dalam hal SPOP disampaikan
secara langsung;

b. tanggal bukti pengiriman, dalam hal SPOP dikirim
melalui pos atau jasa pengiriman, pesan elektronik,
aplikasi daring; atau

c. tanggal lain yang ditetapkan oleh BKAD, dalam hal
SPOP disampaikan melalui cara lain.

Pasal 17
Subjek Pajak atau Wajib Pajak wajib mengembalikan SPOP
kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi
Pengelolaan Pajak Daerah atau tempat lain yang
ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi Pengelolaan Pajak Daerah paling lama 30
(tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh
Subjek Pajak atau Wajib Pajak.
Subjek Pajak atau Wajib Pajak dapat menyampaikan surat
pemberitahuan penundaan pengembalian SPOP kepada
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan
Pajak Daerah.
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Surat pemberitahuan penundaan pengembalian SPOP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterima oleh
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan
Pajak Daerah sebelum jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
Penundaan pengembalian SPOP dilakukan paling lama 14
(empat belas) hari setelah jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
Format surat pemberitahuan penundaan pengembalian
SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18
Dalam hal Subjek Pajak atau Wajib Pajak pada
Tahun Pajak yang bersangkutan bukan sebagai Subjek
Pajak atau Wajib Pajak, Subjek Pajak atau Wajib Pajak
memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Perangkat
Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak Daerah
dengan disertai bukti pendukung.
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa data, dan/atau informasi yang berasal dari
pihak lain.
Pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Perangkat
Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
sebelum atau sesudah Subjek Pajak atau Wajib Pajak
menerima SPOP dari Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi Pengelolaan Pajak Daerah.
Dalam hal Subjek Pajak atau Wajib Pajak telah menerima
SPOP, pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari
setelah tanggal diterimanya SPOP.
Berdasarkan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Perangkat
Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak Daerah
melakukan penelitian untuk menentukan terpenuhi atau
tidaknya persyaratan subjektif dan objektif.

Pasal 19

Dalam hal SPOP belum dikembalikan setelah jangka

waktu:

a. 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (1) dan Subjek Pajak atau Wajib Pajak
tidak menyampaikan surat pemberitahuan penundaan
pengembalian SPOP; atau

b. 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (4);

BKAD menerbitkan Surat Teguran dan menyampaikan

kepada Subjek Pajak atau Wajib Pajak.

Subjek Pajak atau Wajib Pajak mengembalikan SPOP

dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari

setelah tanggal tanda terima atau tanggal bukti
pengiriman surat teguran pengembalian SPOP.
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Format Surat Teguran Pengembalian SPOP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 20

Dalam hal Subjek Pajak atau Wajib Pajak mendaftarkan
atau memutakhirkan sendiri data Objek Pajak
dan/atau Subjek Pajak atau Wajib Pajak, pengisian
dan penyampaian SPOP dilakukan di kantor BKAD
atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat
Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak Daerah.
Pengisian dan penyampaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan secara langsung maupun melalui
aplikasi daring.

Pasal 21
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan
Pajak Daerah melakukan penelitian terhadap SPOP
yang telah dikembalikan atau disampaikan oleh Subjek
Pajak atau Wajib Pajak baik secara langsung maupun
melalui aplikasi daring.
Formulir SPOP wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak
atau Subjek Pajak.
Apabila formulir SPOP tidak ditandatangani oleh Wajib
Pajak atau Subjek Pajak maka Wajib Pajak atau Subjek
Pajak dianggap belum mengembalikan formulir SPOP.

Pasal 22
Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) terdapat indikasi dalam
pengisian SPOP tidak sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan perpajakan, Kepala Perangkat
Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak Daerah dapat
meminta klarifikasi kepada Subjek Pajak atau Wajib Pajak.
Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan menerbitkan surat permintaan klarifikasi.
Dalam hal klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
masih perlu ditindaklanjuti, dapat dilanjutkan dengan
melakukan peninjauan Objek Pajak.
Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam laporan pelaksanaan klarifikasi.
Dalam hal terdapat perbedaan data dalam SPOP dengan
hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Subjek Pajak atau Wajib Pajak menindaklanjuti dengan
melakukan pembetulan SPOP.

Pasal 23

Dalam hal Subjek Pajak atau Wajib Pajak:

a.

tidak menanggapi surat permintaan klarifikasi;

b. melakukan pembetulan SPOP tetapi tidak sesuai dengan

C.

laporan pelaksanaan klarifikasi; atau
tidak melakukan pembetulan SPOP,

laporan pelaksanaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada
Pasal 22 ayat (4) digunakan sebagai bahan usulan penelitian
PBB-P2 atau analisis risiko untuk usulan Pemeriksaan.
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Pasal 24

Berdasarkan SPOP yang telah dikembalikan
atau disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah
yang membidangi Pengelolaan Pajak Daerah, pejabat
penilai atau petugas penilai yang bersifat sementara
melakukan penilaian untuk menentukan besarnya NJOP
sebagai dasar pengenaan PBB-P2.

Dalam hal Kepala Perangkat Daerah yang membidangi
Pengelolaan Pajak Daerah melakukan klarifikasi SPOP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Subjek Pajak
atau Wajib Pajak tidak menanggapi, tidak melakukan
pembetulan SPOP, atau melakukan pembetulan SPOP
tetapi tidak sesuai dengan laporan pelaksanaan klarifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, atas SPOP
dimaksud tetap dilakukan penilaian untuk menentukan
besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2.

Pasal 25
Kegiatan pendataan objek dan subjek PBB-P2 dilakukan
oleh BKAD.
Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan secara aktif oleh BKAD atau berdasar
permohonan Wajib Pajak.
BKAD dalam melaksanakan kegiatan pendataan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama
dengan instansi terkait dan/atau pihak ketiga yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Setiap petugas yang melaksanakan kegiatan pendataan
wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya
atau diberitahukan oleh Wajib Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26
Struktur NOPD PBB-P2 terdiri dari 18 (delapan belas) digit
yang diatur sebagai berikut:
a. digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode Provinsi;
b. digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode Kabupaten;
c. digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode

Kapanewon;

d. digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode
Kalurahan;

e. digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan
kode blok;

f.  digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan
nomor urut objek Pajak; dan

g. digit ke-18 merupakan kode tanda khusus untuk
menandai objek Pajak telah atau belum masuk dalam
pembentukan basis data sistem manajemen
informasi objek Pajak atau untuk kode objek Pajak
bersama atau kode khusus lain yang dibutuhkan.

Struktur NOPD untuk PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak

MBLB, terdiri dari 11 (sebelas) digit yang diatur sebagai

berikut:
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a. digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode jenis Pajak;

b. digit ke-3 sampai ke-7 merupakan kode nomor urut
objek Pajak;

c. digit ke-8 dan ke-9 merupakan kode Kapanewon; dan

d. digit ke-10 dan ke-11 merupakan kode Kalurahan.

Pendataan terhadap mutasi seluruhnya untuk NOPD PBB-

P2 tidak menghilangkan NOPD asal.

Pendataan terhadap mutasi sebagian, masing-masing

penerima pecahan untuk NOPD PBB-P2 mendapatkan

NOPD baru, selanjutnya sisa objek Pajak tetap

menggunakan NOPD asal.

Pendataan terhadap mutasi untuk NOPD PBB-P2 tanpa

ada sisa objek Pajak maka NOPD asal diberikan kepada

salah satu penerima mutasi.

Pasal 27

Wajib Pajak untuk mendapatkan NOPD baru sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) harus melakukan

pengisian dan penyampaian SPOP dengan melampirkan:

a. fotokopi alat bukti kepemilikan, penguasaan, atau
pemanfaatan tanah dan/atau bangunan;

b. surat keterangan dari instansi lain yang berwenang
apabila tidak memiliki alat bukti kepemilikan,
penguasaan, atau pemanfaatan tanah dan/atau
bangunan;

c. bagi Wajib Pajak yang memiliki bangunan, SPOP
dilampiri LSPOP dan ditandatangani Wajib Pajak atau
kuasanya.

Dalam hal dikeluarkannya NOPD karena objek PBB-P2

baru atau objek PBB-P2 yang belum terdata bukan karena

pemecahan maka persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditambahkan fotokopi SPPT yang berbatasan
langsung.

Bagian Kedua
Penetapan Besaran Pajak Terutang

Pasal 28

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan
Pajak Daerah menetapkan Pajak terutang berdasarkan
surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1) dengan menggunakan SKPD
atau dokumen lain yang dipersamakan.

Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat
Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak Daerah dapat
menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan
atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data
yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
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Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan
atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang
lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan
surat pendaftaran objek Pajak yang disampaikan
oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan
Pajak Daerah dapat menetapkan Pajak terutang dengan
menggunakan SKPD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

Pajak terutang untuk jenis Pajak PBB-P2, Pajak Reklame,
dan PAT ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak
terutangnya Pajak.

Format SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan

Pajak Daerah menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan

SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3)

huruf b dengan menggunakan SPPT.

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan

Pajak Daerah dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:

a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah
Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala
Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan
Pajak Daerah sebagaimana ditentukan dalam Surat
Teguran; dan/atau

b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain
ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar
dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP
yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 30

SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)
dan SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)
dapat ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah
yang membidangi Pengelolaan Pajak Daerah dengan
menggunakan tanda tangan elektronik.

Dalam hal tanda tangan elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilakukan, penetapan
SKPD dan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan tanda tangan dan cap basah sesuai
ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 31

SPPT yang telah ditetapkan diterbitkan pada awal tahun
Tahun Pajak secara massal.

Selain diterbitkan pada awal tahun Tahun Pajak secara
massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam
rangka pelayanan SPPT dapat diterbitkan sesuai
kebutuhan pelayanan.

SPPT yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak dengan
mekanisme sebagai berikut:
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a. BKAD melakukan rekapitulasi SPPT dan disusun
dalam daftar himpunan ketetapan PBB-P2;

b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi
Pengelolaan Pajak Daerah menyerahkan SPPT
dan daftar himpunan ketetapan Pajak sebagaimana
dimaksud pada huruf a kepada Pemerintah
Kalurahan/Kelurahan melalui Kapanewon;

c. penyerahan sebagaimana dimaksud pada huruf b
dituangkan dalam berita acara serah terima SPPT dan
daftar himpunan ketetapan Pajak;

d. Pemerintah  Kalurahan/Kelurahan berkewajiban
meneliti SPPT dan daftar himpunan ketetapan Pajak
sebagaimana dimaksud pada huruf b;

e. hasil penelitian SPPT sebagaimana dimaksud pada
huruf d dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah
yang membidangi Pengelolaan Pajak Daerah disertai
data pendukung;

f.  Pemerintah Kalurahan/Kelurahan menyampaikan
SPPT sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada
Wajib Pajak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
diserahkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi Pengelolaan Pajak Daerah; dan

g. Pemerintah Kalurahan/Kelurahan melaporkan
penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud pada
huruf f kepada Kepala Perangkat Daerah
yang membidangi Pengelolaan Pajak Daerah.

Format berita acara serah terima SPPT dan daftar

himpunan ketetapan Pajak, format laporan penelitan SPPT,

format laporan penyampaian SPPT, format SPPT,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pasal 32
Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran
Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD
atau dokumen yang dipersamakan.
Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui sistem
pembayaran berbasis elektronik atau pembayaran tunai.
Penyetoran Pajak oleh Wajib Pajak sesuai dengan nominal
Pajak yang dipungut.

Pasal 33
Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak
terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan
penetapan Bupati paling lama:
a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1); dan
b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
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Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak
terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan
penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak PBJT, Pajak MBLB,
paling lama tanggal 12 (dua belas) bulan berikutnya
setelah Masa Pajak, kecuali PBJT Tenaga Listrik paling
lama tanggal 20 bulan berikutnya.

Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor
tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif
berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari
Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar
atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo
pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan
dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Pasal 34

Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak

atas Tanah dan/atau Bangunan dihitung berdasarkan

nilai perolehan objek Pajak.

Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian

pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual

beli mengakibatkan:

a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib
Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran BPHTB; atau

b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan
pembayaran kekurangan dimaksud.

Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b paling lambat dilunasi

pada saat penandatanganan akta jual beli.

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat
menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 35

Dalam hal jumlah pembayaran yang diterima

oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman, sudah

termasuk PBJT, dasar pengenaan PBJT atas Makanan
dan/atau Minuman dengan ketentuan:

a. jumlah pembayaran dibagi 108% (seratus delapan
persen) untuk Kategori A restoran/rumah makan
berskala 1lokal atau dengan peredaran usaha
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan

b.jumlah pembayaran dibagi 110% (seratus sepuluh
persen) untuk Kategori B restoran/rumah makan
berskala nasional/ internasional dengan peredaran
usaha di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).
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Dalam hal jumlah pembayaran yang diterima
oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman, belum
termasuk PBJT, dasar pengenaan PBJT atas Makanan
dan/atau  Minuman dengan  ketentuan = jumlah
pembayaran dibagi 100% (seratus persen).

Pasal 36
Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa
Reklame.
Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung dengan memperhatikan:
a. biaya pembuatan dan pemasangan;
b. biaya pemeliharaan;
c. lama pemasangan;
d. nilai strategis; dan
e. jenis reklame.
Rumus perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 37

Komponen perhitungan nilai sewa Reklame untuk biaya

pembuatan dan pemasangan, biaya pemeliharaan, jenis

Reklame dan lama pemasangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 36 ayat (2) diatur sebagai berikut:

a. untuk menghitung biaya pembuatan dan pemasangan
ditentukan berdasarkan besarnya biaya standar yang
dinyatakan dalam rupiah;

b. untuk menghitung biaya pemeliharaan ditentukan
sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya pembuatan
dan pemasangan reklame kecuali untuk jenis Reklame
melekat, selebaran, peragaan, suara dan berjalan tidak
diperhitungkan biaya pemeliharaan; dan

c. untuk menghitung jenis Reklame dan lama
pemasangan Reklame ditentukan dengan nilai
koefisien.

Biaya standar, prosentase biaya pemeliharaan dan nilai

koefisen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

huruf b dan huruf c, sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

(1) Nilai ~ strategis pemasangan Reklame sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d ditentukan oleh
faktor:

a. kawasan

b. ukuran Reklame;

c. sudut pandang;

d. fungsi jalan;

e. Harga titik.

(2) Untuk menghitung nilai strategis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d setiap
faktor dimaksud diberi bobot dan nilai.
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(3) Apabila terdapat pemasangan Reklame masuk ke dalam
lebih dari satu kawasan, maka nilai Kawasan yang dipakai
sebagai dasar perhitungan adalah nilai kawasan yang
tertinggi.

(4) Bobot dan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf D yang
merupakan bagian tidak yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 39
(1) Nilai strategis dihitung dari koefisien titik dibagi nilai titik
simpul dikali harga titik simpul.
(2) koefisien titik diperoleh dengan menjumlahkan perkalian
antara bobot dan nilai dari seluruh faktor.
(3) Untuk jenis Reklame berjalan nilai titik tidak ditentukan
berdasarkan perkalian antara bobot dan nilai tetapi
langsung menggunakan harga titik jenis Reklame berjalan.

Pasal 40

(1) Untuk menentukan nilai strategis pada lokasi Reklame
ditentukan satu titik simpul sebagai dasar perhitungan
nilai strategis.

(2) Titik simpul ditetapkan sebesar 9,8 (sembilan koma
delapan) untuk jenis Reklame pada kawasan khusus
dengan luas Reklame lebih besar dari 22,6 m? (dua puluh
dua koma enam meter persegi), sudut pandang 3 (tiga)
arah pada jalan arteri primer.

(3) Harga titik simpul, ditetapkan sebesar Rp100.000,00
(seratus ribu rupiah).

Pasal 41

(1) Nilai strategis pemasangan Reklame untuk jenis Reklame
selain Reklame megatron, Reklame bilboard dan Reklame
baliho besarnya dihitung dan ditetapkan sebesar 70%
(tujuh puluh persen) dari nilai strategis Reklame megatron,
Reklame bilboard dan Reklame baliho.

(2) Penetapan lokasi, tingkat strategis dan fungsi jalan,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42
(1) Harga dasar pengenaan Pajak Reklame untuk Reklame
udara, Reklame melekat, Reklame selebaran, Reklame
film/slide, Reklame peragaan, Reklame suara, Reklame
apung dan Reklame berjalan adalah:

a. Reklame udara: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per
buah per bulan;

b. Reklame melekat: Rp50.000,00/m? (lima puluh ribu
rupiah per meter persegi), paling sedikit Rp400.000,00
(empat ratus ribu rupiah) setiap kali penyelenggaraan;

c. Reklame selebaran: Rp30.000,00/m? (tiga puluh ribu
rupiah per meter persegi), paling sedikit Rp400.000,00
(empat ratus ribu rupiah) setiap kali penyelenggaraan;
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Reklame film/slide: Rp600.000,00/m? (enam ratus ribu
rupiah per meter persegi) media/luas layar yang
dipergunakan, paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus
ribu rupiah);

Reklame peragaan: Rp600.000,00/m?2 enam ratus ribu
rupiah per meter persegi) media/luas panggung yang
dipergunakan, paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus
ribu rupiah);

Reklame suara: Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
per penyelenggaraan;

Reklame apung: Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
per penyelenggaraan, paling lama 1(satu) bulan; dan
Reklame berjalan: Rp600.000,00 (enam ratus ribu
rupiah) setiap kali penyelenggaraan.

(2) Besarnya pajak wuntuk jenis reklame sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah dari harga dasar pengenaan
Pajak Reklame dikalikan tarif Pajak Reklame.

(3) Contoh  Perhitungan Pajak Reklame, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1)

(2)

Pasal 43

Objek Pajak Reklame berupa semua penyelenggaraan
Reklame.

Dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.

penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi,
radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan,
dan sejenisnya;

label/merek produk yang melekat pada barang yang
diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan
dari produk sejenis lainnya;

nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang
melekat pada bangunan dan/atau di dalam area
tempat usaha atau profesi yang jenis, bentuk, dan
bahan reklame dengan ukuran kurang dari atau
sama dengan 1 m? (satu meter persegi);

Reklame papan nama dengan ukuran luas bidang
kurang dari atau sama dengan 0,5 m? (nol koma lima
meter persegi);

Reklame papan nama dengan biaya pembuatan tidak
melebihi Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu
rupiah);

Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah;

Reklame yang diselenggarakan dalam rangka
kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak
disertai dengan iklan komersial;

Reklame yang diselenggarakan oleh lembaga
pendidikan dasar dan menengah kewenangan
Daerah; dan

Reklame dalam rangka Pemilihan Umum Legislatif,
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah selama dalam masa kampanye.
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Pasal 44
Dalam rangka optimalisasi Pemungutan PBB-P2 dapat
dibentuk tim.
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
melibatkan Pemerintah Kalurahan/Kelurahan
dan Kapanewon.
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas
melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi
pemungutan PBB-P2.
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 45
Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan
penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak yang meliputi
BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, wajib mengisi SPTPD.
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, terutang yang telah dibayar
oleh Wajib Pajak.
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal
memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per
jenis Pajak dalam satu Masa Pajak.
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi Pengelolaan Pajak Daerah setelah
berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai
bukti pelunasan Pajak.
Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai
SPTPD.
SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya
pembayaran.
Format SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peratuan Bupati ini.

Pasal 46
Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak.
Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib
Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus
dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan
dalam SPTPD.
Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling lama tanggal 12 (dua belas) setelah berakhirnya
masa pajak.
Ketentuan Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.
Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui sistem berbasis elektronik.
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Dalam hal sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
tidak tersedia atau mengalami gangguan, pelaporan
dilakukan secara manual.

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat
dalam rangkap 2 (dua), lembar ke-1 untuk BKAD
dan lembar ke-2 untuk Wajib Pajak.

Pasal 47
Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan
SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan
pernyataan  tertulis sepanjang belum  dilakukan
Pemeriksaan.
Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD
harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum
kedaluwarsa penetapan.
Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan
SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan
Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif
berupa bunga.
Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi
administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per
bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung
dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan
tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung
penuh 1 (satu) bulan.
Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan
pokok Pajak yang kurang dibayar.

BAB VI
TATA CARA PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 48
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan
Pajak Daerah secara jabatan atau atas permohonan Wajib
Pajak, dapat membetulkan:
a. kesalahan tulis;
b. kesalahan hitung; dan/atau
c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap surat keputusan atau surat ketetapan:
SPPT;
SKPD;
SKPDKB,;
SKPDKBT atau STPD;
SKPDN atau SKPDLB;
Surat Keputusan Pemberian Pengurangan PBB-P2;

RN
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Surat Keputusan Pembetulan;

Surat Keputusan Keberatan;

Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;

Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;

Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;

L. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak;
dan/atau

m. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

e

Pasal 49

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 48 hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat

keputusan atau surat ketetapan.

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasa-

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditulis dengan Bahasa Indonesia disertai dengan

alasan pembetulan dan dilampiri dengan:

a. surat kuasa dalam hal permohonan yang dikuasakan;

b. fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas
lainnya Wajib Pajak dan kuasa Wajib Pajak dalam hal
pengajuan dikuasakan,;

c. surat keputusan atau surat ketetapan Pajak; dan

d. bukti yang mendukung alasan pembetulan.

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan

Pajak Daerah menindaklanjuti permohonan pembetulan

sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melakukan verifikasi.

Dalam hal permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan

dikembalikan untuk dilengkapi.

Dalam hal permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dinyatakan lengkap, Kepala Perangkat Daerah

yang membidangi Pengelolaan Pajak Daerah menindaklanjuti
permohonan dengan melakukan Penelitian.

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan

Pajak Daerah dalam rangka penelitian sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) dapat meminta data, informasi

dan/atau keterangan yang diperlukan.

Pasal 50
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan
Pajak Daerah menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan
atas permohonan pembetulan dari Wajib Pajak dalam jangka
waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan
pembetulan diterima.

Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan terhadap pembetulan ketetapan PBB-P2.
Apabila Kepala Perangkat Daerah yang membidangi
Pengelolaan Pajak Daerah tidak memberi keputusan dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
permohonan pembetulan dianggap dikabulkan dan
diterbitkan surat keputusan sesuai permohonan.

Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berisi:



(1)

(2)
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a. mengabulkan  permohonan Wajib Pajak dengan
membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat
berupa menambahkan, mengurangkan, atau
menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun
sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan
Pajak;

b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil pemeriksaan
maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau
diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan,;
atau

c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Bagian Kedua
Pembetulan Ketetapan

Pasal 51

Dalam hal pembetulan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 49 ayat (2) maka:

a. Permohonan pembetulan SPPT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a dapat diajukan oleh Wajib
Pajak atau kuasanya paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal ditetapkan; dan

b. Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf m diajukan
oleh Wajib Pajak atau kuasanya paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal ditetapkan.

Dalam hal permohonan pembetulan SPPT sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan setelah 6 (enam)

bulan sejak tanggal ditetapkan, maka pembetulan dilakukan
untuk masa pajak tahun berikutnya dan pembayaran pajak
terutang dilakukan pada tahun pajak berkenaan.

Pengajuan permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat diajukan secara perseorangan atau

kolektif.

Dalam hal pengajuan permohonan pembetulan dilakukan

secara kolektif maka pengajuan harus diajukan oleh Lurah

dengan dilampiri data dukung sesuai dengan jenis pengajuan
pembetulan.

Bagian Ketiga
Pembatalan Ketetapan

Pasal 52
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan
Pajak Daerah dapat melakukan pembatalan ketetapan Pajak.
Pembatalan atas penerbitan SPPT yang tidak benar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan:
a. SPPT ganda;
b. objek pajak tidak ada;
c. objek pajak/subjek pajak yang dinyatakan batal demi
hukum;
d. objek pajak yang seharusnya tidak dikenakan pajak;
dan/atau
e. ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
ditetapkan secara jabatan atau berdasar permohonan
Wajib Pajak.

Dalam hal pembatalan berdasar permohonan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud ayat (3), Wajib Pajak mengajukan
permohonan pembatalan kepada Kepala Perangkat
Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak Daerah.
Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
didahului dengan penelitian.

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
menjadi dasar Kepala Perangkat Daerah yang membidangi
Pengelolaan Pajak Daerah dalam menerbitkan Keputusan
Pembatalan Ketetapan Pajak.

Format permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK

Pasal 53

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan

terhadap:

SPPT;

SKPD;

SKPDKB;

SKPDKBT;

SKPDLB;

SKPDN; atau

g. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan terhadap materi atau isi dari surat

ketetapan Pajak.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dimohonkan kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah

yang membidangi Pengelolaan Pajak Daerah dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. Pajak terutang sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala Perangkat
Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak Daerah ;
dan

b. Pajak terutang lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan

secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan

mencantumkan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak
yang dipotong atau dipungut berdasarkan penghitungan

Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas dan dilampiri

dengan:

a. surat ketetapan atau surat keputusan yang diajukan atas
SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN;

b. fotokopi bukti pembayaran yang sah sesuai dengan hasil
penghitungan Wajib Pajak; dan

c. bukti yang mendukung alasan pengajuan keberatan.

S0 a0
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Pembayaran atas hasil penghitungan Wajib Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus

berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi

Pengelolaan Pajak Daerah.

Dalam hal pengajuan permohonan keberatan PBB-P2 selain

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah

lampiran berupa:

a. SPPT PBB-P2 yang diajukan keberatan;

b. penghitungan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut
Wajib Pajak;

c. surat kuasa dalam hal pengajuan dikuasakan,;

d. fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas
lainnya Wajib Pajak dan kuasa Wajib Pajak dalam hal
pengajuan dikuasakan;

e. fotokopi bukti kepemilikan, penguasaan, dan/atau
pemanfaatan tanah dan sejenisnya; dan

f. fotokopi izin mendirikan bangunan/persetujuan
bangunan gedung atau surat keterangan dari Lurah
setempat dalam hal terdapat bangunan.

Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (6)

tidak dianggap sebagai surat keberatan.

Bukti pengiriman surat keberatan melalui pengiriman

tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda bukti

penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan

Pajak Daerah kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti

penerimaan surat keberatan.

Pasal 54
Pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal
pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan kahar.
Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. bencana alam;
b. kebakaran;
c. kerusuhan massal atau huru-hara;
d. wabah penyakit; dan/atau
e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
Permohonan keberatan dapat diajukan apabila Wajib
Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan
atau Pemungutan oleh pihak ketiga minimal sejumlah
yang telah disetujui Wajib Pajak.

Pasal 55
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka
waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar
pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan
1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan
Keberatan.
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(2) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

(2)

permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 56

Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi

Pengelolaan Pajak Daerah harus memberi keputusan atas

keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).

Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi

Pengelolaan Pajak Daerah dalam memberikan keputusan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melakukan

Pemeriksaan.

Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Perangkat

Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam

jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal surat permohonan = keberatan  diterima

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).

Apabila Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang

membidangi Pengelolaan Pajak Daerah tidak memberi

keputusan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak
dianggap diterima.

Keputusan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang

membidangi Pengelolaan Pajak Daerah atas keberatan

dapat berupa:

a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang
berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang
terutang menurut Wajib Pajak;

b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang
berdasarkan hasil Penelitian sebagian sama dengan
Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;

c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil
Penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam
surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan
oleh Wajib Pajak; atau

d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang
dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil
Penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam
surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan
oleh Wajib Pajak.

Pasal 57
Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan
sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar
0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari
Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama
24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan
dihitung penuh 1 (satu) bulan.
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
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Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa
denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak
berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan
Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB VIII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 58
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Kepala
Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak
Daerah.
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan
Pajak Daerah memberikan keputusan dalam waktu paling
lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Apabila Kepala Perangkat Daerah yang membidangi
Pengelolaan Pajak Daerah tidak memberikan suatu
keputusan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), permohonan pengembalian pembayaran Pajak
dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan
dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
Dalam hal Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya,
kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu Utang Pajak lainnya.
Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling
lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Perangkat
Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak Daerah
memberikan imbalan bunga dengan tarif bunga sebesar
0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 59

Kelebihan pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 58 terjadi karena:

a.

b.

(1)

Pajak Daerah yang dibayar ternyata lebih besar dari yang
seharusnya terutang; atau

dilakukan pembayaran Pajak Daerah yang tidak
seharusnya terutang.

Pasal 60
Permohonan pengembalian kelebihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) diajukan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya
pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas
dengan melampirkan:
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surat kuasa dalam hal pengajuan dikuasakan;
fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas
lainnya Wajib Pajak dan kuasa Wajib Pajak dalam hal
pengajuan dikuasakan;
c. fotokopi SPPT, SKPD, STPD, surat keputusan
atau surat ketetapan Pajak lainnya yang terkait;
d. fotokopi bukti pembayaran yang sah; dan
e. surat permohonan yang ditandatangani oleh Wajib
Pajak, dalam hal permohonan dikuasakan maka
surat permohonan dapat ditandatangani oleh
penerima kuasa dengan dilampiri surat kuasa
bermeterai cukup.

(2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan
Pajak Daerah berdasarkan permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melakukan penelitian
atau Pemeriksaan.

(3) Jika pengajuan permohonan pengembalian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan,
pengajuan tersebut dikembalikan dengan disertai alasan
pengembalian.

(4) Berdasarkan hasil penelitian atau  Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Perangkat
Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak Daerah
menetapkan Keputusan.

(5) Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi
Pengelolaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dapat berupa:

a. SKPDLB, apabila jumlah Pajak yang dibayar lebih
besar dari yang seharusnya terutang;

b. SKPDN, apabila jumlah pembayaran Pajak sama
dengan jumlah Pajak yang seharusnya terutang; atau

c. SKPDKB, apabila jumlah Pajak yang dibayar kurang
dari jumlah Pajak yang seharusnya terutang.

(6) Permohonan pengembalian kelebihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 2 (dua)
kali.

(7) Contoh format SKPDLB, SKPDN, dan SKPDKB
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

o p

Pasal 61
Wajib Pajak Reklame yang melakukan pelanggaran terhadap
peraturan perundang-undangan sehingga terjadi penghentian
penyelenggaraan atas objek Pajak atau karena kehendak
sendiri melakukan penghentian Reklame sebelum Masa Pajak
berakhir tidak berhak mengajukan pengembalian pembayaran
Pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat (1).

BAB IX
TATA CARA PELAPORAN BAGI PEJABAT
PEMBUAT AKTA TANAH

Pasal 62
(1) Pejabat pembuat akta tanah atau Notaris sesuai
kewenangannya wajib:



(2)

(3)
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a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib
Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan
hak atas tanah dan/atau Bangunan; dan

b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual
beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan
kepada kepada Bupati melalui Kepala Perangkat
Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak Daerah
paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikutnya.

Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris

melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikenakan sanksi administratif berupa:

a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a; dan/atau

b. denda sebesar Rpl1.000.000,00 (satu juta rupiah)
untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b.

Kewajiban dan sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi

pejabat pembuat akta tanah sementara.

BAB X

PEMBERIAN PENGURANGAN, PEMBEBASAN, PENUNDAAN

(1)

(2)

(3)

PEMBAYARAN PAJAK, PERPANJANGAN BATAS WAKTU

PEMBAYARAN ATAU PELAPORAN PAJAK, DAN
PEMBERIAN FASILITAS ANGSURAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 63
Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi
Pengelolaan Pajak Daerah dapat  memberikan
pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran
atas pokok dan/atau sanksi Pajak, perpanjangan batas
waktu pembayaran atau pelaporan Pajak dan/atau
pemberian fasilitas angsuran dengan memperhatikan
kondisi:
a. Wajib Pajak dan/atau
b. objek Pajak.
Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a paling sedikit berupa kemampuan membayar
Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat
terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak
dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan
batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana
alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.
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Pasal 64
Pemberian pengurangan, pembebasan, dan penundaan
pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak,
perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan
Pajak dan/atau pemberian fasilitas angsuran oleh Kepala
Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1)
berdasar atas permohonan Wajib Pajak.
Permohonan pengurangan, pembebasan, dan penundaan
pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak,
perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan
Pajak dan/atau pemberian fasilitas angsuran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1
(satu) penetapan pokok dan/atau sanksi Pajak.
Dalam hal kondisi kahar pemberian pengurangan,
pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok
dan/atau sanksi Pajak, perpanjangan batas waktu
pembayaran atau pelaporan Pajak dan/atau pemberian
fasilitas angsuran oleh Bupati sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 63 ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa adanya
permohonan dari Wajib Pajak.
Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

meliputi:

a. bencana alam;

b. kebakaran;

c. kerusuhan massal atau huru-hara;

d. wabah penyakit; dan/atau

e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 65

Pemberian pengurangan, pembebasan, dan penundaan
pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak, perpanjangan
batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak dan/atau
pemberian fasilitas angsuran oleh Bupati dilaksanakan dalam
hal terjadi keadaan kahar tanpa adanya permohonan dari
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3)
mendasarkan pada pertimbangan dan telaah teknis dari:

a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan

Pajak Daerah; dan

b. Kepala Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga
Pengurangan

Paragraf 1
Umum

Pasal 66

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1)
diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok Pajak
dan/atau sanksi Pajak.



(1)

(2)
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Paragraf 2

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan

Pasal 67

Kondisi wajib pajak atau tingkat likuiditas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) untuk Pajak PBB-P2
meliputi:

a.

Wajib Pajak orang pribadi:

1. veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela
kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang
gerilya, atau janda/dudanya;

2. orang pribadi yang penghasilannya dari dana
pensiun, sehingga kewajiban PBB-P2nya sulit
dipenuhi; dan

3. orang pribadi yang berpenghasilan rendah,
sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenubhi.

Wajib Pajak Badan meliputi Wajib Pajak Badan yang

mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas

sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin
dibuktikan dengan laporan keuangan yang sudah
diaudit oleh Akuntan Publik.

Besarnya pengurangan yang diberikan:

a.

kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a angka 1 diberikan pengurangan

sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2
yang terutang; dan

kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a angka 2 dapat diberikan pengurangan

sebagai berikut:

1. Wajib Pajak penerima dana pensiun perbulan
sampai Rpl1.000.000,00 (satu juta rupiah),
diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh
persen) dari PBB-P2 terutang;

2. Wajib Pajak penerima dana pensiun perbulan
lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
diberikan pengurangan sebesar 40% (empat
puluh persen) dari PBB-P2 terutang;

3. Wajib Pajak penerima dana pensiun perbulan
lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
diberikan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh
persen) dari PBB-P2 terutang;

kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a angka 3 dapat diberikan pengurangan

sebagai berikut:

1. Wajib Pajak dengan penghasilan kurang atau
sama dengan RpS500.000,00 (lima ratus ribu
rupiah) diberikan pengurangan sebesar 50%
(Lima Puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang;

2. Wajib Pajak dengan penghasilan lebih dari
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai
dengan Rpl1.000.000,00 (satu juta rupiah)
diberikan pengurangan sebesar 45% (empat
puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang;
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3. Wajib Pajak dengan penghasilan lebih dari
Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai
dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus
ribu rupiah) diberikan pengurangan sebesar 35%
(tiga puluh lima persen) dari PBB-P2 terutang;

4. Wajib Pajak dengan penghasilan lebih dari
Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu
rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua
juta rupiah) diberikan pengurangan sebesar 25%
(dua puluh lima persen) dari PBB-P2 terutang.

d. tingkat likuiditas Wajib Pajak Badan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan
pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari

PBB-P2 terutang.

Pasal 68

Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 63 ayat (3) pada pajak PBB-P2 berupa:
a. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
b. terdampak bencana alam;
c. kebakaran;
d. huru-hara; dan/atau
e. kerusuhan masal.
Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi bencana yang diakibatkan oleh peristiwa
atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam
berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir,
kekeringan, angin topan, pergeseran tanah dan tanah
longsor.

Besarnya pengurangan yang diberikan:

a. kondisi objek Pajak berupa lahan pertanian pangan
berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dapat diberikan pengurangan sebesar 20%
(dua puluh persen) dari PBB-P2 terutang;

b. Dalam hal obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e dapat
diberikan pengurangan sebagai berikut:

1. objek Pajak terkena dampak dengan kategori
berat, diberikan pengurangan sebesar 100%
(seratus persen);

2. objek Pajak terkena dampak dengan kategori
sedang, diberikan pengurangan sebesar 50%
(lima puluh persen); dan

3. objek Pajak terkena dampak dengan kategori
ringan, diberikan pengurangan sebesar 25%
(dua puluh lima persen).

Dalam hal terjadi pengenaan besaran Pajak yang berbeda

akibat lebih dari satu kondisi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberlakukan salah satu ketentuan yang
persentase pengurangannya lebih besar.
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Paragraf 3
Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah

Pasal 69

Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 63 ayat (1) untuk Pajak Reklame dan PAT:
a. mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas bagi

badan usaha; dan
b. mengalami kerugian usaha bagi perseorangan.
Besarnya Pengurangan Pajak Reklame dan PAT paling
tinggi 50% (lima puluh persen) dari ketetapan Pajak.

Paragraf 4
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pasal 70

Kondisi Wajib Pajak atau tingkat likuiditas atau objek

Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan

ayat (3) pada Pajak BPHTB meliputi:

a. Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain
Hak Pengelolaan dan telah menguasai tanah
dan/atau Bangunan lebih dari 20 (dua puluh) tahun
yang dibuktikan dengan surat pernyataan wajib pajak
dan keterangan dari pejabat Pemerintah Daerah
setempat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak saat terutang BPHTB dengan besaran
pengurangan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh
persen) dari BPHTB;

b. Wajib Pajak Badan Usaha Milik Daerah baru berdiri
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun yang
memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah sebagai
penyertaan modal pemerintah ditetapkan sebesar
100% (seratus persen) dari BPHTB;

c. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai
pengganti atas tanah yang dibebaskan
oleh pemerintah untuk kepentingan umum dalam
jangka-waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat
terutang BPHTB dengan besaran pengurangan
ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari
BPHTB;

d. Wajib Pajak Badan yang melakukan penggabungan
usaha (merger) atau peleburan usaha (konsolidasi
terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah
memperoleh keputusan persetujuan penggunaan
nilai buku dalam rangka penggabungan atau
peleburan usaha dari Bupati/pejabat dalam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat terutang
BPHTB dengan besaran pengurangan ditetapkan
sebesar 50% (lima puluh persen) dari BPHTB;
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e. Wajib Pajak yang memperoleh Hak Atas Tanah
dan atau Bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti
semula disebabkan bencana alam atau sebab lainnya
seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa
bumi, gunung meletus, dan huru-hara yang terjadi
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
penandatanganan akta dengan besaran pengurangan
ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari
BPHTB;

f.  Wajib Pajak orang pribadi, veteran, aparatur sipil
negara, tentara nasional indonesia, polisi republik
indonesia, pensiunan pegawai negeri sipil,
purnawirawan tentara nasional indonesia,
purnawirawan polisi republik indonesia atau
janda/duda-nya yang memperoleh Hak Atas Tanah
dan atau Bangunan rumah dinas pemerintah dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat
terutang BPHTB dengan besaran pengurangan
ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari
BPHTB;

g. Wajib Pajak yang obyek pajaknya terkena bencana
alam di wilayah daerah yang perolehan haknya atau
saat terutangnya terjadi paling lama 3 bulan sebelum
terjadinya bencana dengan besaran pengurangan
ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari
BPHTB;

h. tanah dan/atau Bangunan digunakan untuk
kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-
mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain
untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu,
sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan,
rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial
masyarakat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak saat terutang BPHTB dengan besaran
pengurangan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh
persen) dari BPHTB;

i.  Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima hibah dari
orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga
sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke
atas atau satu derajat ke bawah dengan besaran
pengurangan ditetapkan sebesar 95% (sembilan
puluh lima persen) dari BPHTB.

Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat memenuhi jangka

waktu yang ditentukan karena keadaan di luar

kekuasaannya, maka Wajib Pajak tersebut harus dapat
membuktikan keadaan tersebut.

Paragraf 5
Tata Cara Pemberian Pengurangan

Pasal 71
Tata cara pemberian pengurangan atas pokok dan/atau
sanksi Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64
ayat (1) sebagai berikut:
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a. Wajib Pajak mengajukan surat permohonan
pemberian pengurangan dalam bahasa Indonesia
disertai dengan alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan kepada Kepala Perangkat
Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak Daerah;

b. Permohonan pengurangan bagi PBB-P2 dilampiri
dengan dokumen pendukung:

1. surat kuasa dalam hal pengajuan dikuasakan;
2. fotokopi:

a) kartu tanda penduduk atau bukti identitas
lainnya Wajib Pajak dan kuasa Wajib Pajak
dalam hal pengajuan dikuasakan;

b) kartu tanda anggota veteran bagi wajib
pajak orang pribadi veteran pejuang

kemerdekaan, veteran pembela
kemerdekaan, atau janda/dudanya;
c) surat keputusan tentang pengakuan,

pengesahan, dan penganugerahan gelar
kehormatan dari pejabat yang berwenang
bagi penerima tanda jasa bintang gerilya
atau janda/dudanya;

d) surat keputusan pensiun bagi orang pribadi
yang penghasilannya dari dana pensiun;

e) surat keterangan tidak mampu dari
kalurahan/kelurahan dan  keterangan
penghasilan bagi orang pribadi yang
berpenghasilan rendah;

f)  bukti kerugian dan kesulitan likuiditas
berupa laporan keuangan atau lainnya yang
dapat dipersamakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan minimal 1
(satu) tahun terakhir bagi Wajib Pajak
Badan yang mengalami kerugian dan
kesulitan likuiditas;

g) surat keterangan dari instansi yang
berwenang terkait lahan pangan
berkelanjutan dan seluruh lahan yang
difungsikan untuk lahan pertanian dari
instansi terkait bagi kondisi objek Pajak
lahan pertanian pangan berkelanjutan;
atau

h) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang
menyatakan bahwa objek Pajak terkena
bencana yang diketahui Lurah; dan

3. SPPT PBB-P2;

4. bukti lunas PBB-P2 tahun sebelumnya.

c. Permohonan pengurangan bagi Pajak Reklame dan

PAT dilampiri dengan dokumen pendukung:

1. fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti
identitas lainnya Wajib Pajak dan kuasa Wajib
Pajak dalam hal pengajuan dikuasakan;

2. surat kuasa dalam hal pengajuan dikuasakan,;

3. fotokopi SKPD;

4. bukti mengalami kerugian dan kesulitan
likuiditas sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan bagi badan usaha;
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5. laporan keuangan bagi perseorangan yang
mengalami kerugian usaha; dan

6. bukti pelunasan Pajak pada Masa Pajak
sebelumnya.

Permohonan pengurangan bagi BPHTB dilampiri

dengan dokumen pendukung:

1. surat kuasa dalam hal pengajuan dikuasakan;

2. fotokopi:

a) kartu tanda penduduk atau bukti identitas
lain pemohon dan kuasa yang ditunjuk bila
dikuasakan;

b) SPPT PBB-P2 untuk tahun terutangnya
BPHTB;

c) dokumen perolehan hak atas tanah
dan/atau bangunan; dan

d) surat keterangan lurah atau surat
keterangan instansi lain yang terkait
permohonan;

3. bukti lunas PBB-P2 tahun sebelumnya.

Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bagi PBB-P2 berlaku ketentuan:

a.

Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bagi PBB-P2 diajukan dalam jangka
waktu:
1. paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak:
a) tanggal ditetapkannya SPPT; atau
b) sejak tanggal terjadinya bencana alam atau
sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar
biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa dalam jangka waktu
tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan
di luar kekuasaannya; atau
2. paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak:
a) tanggal diterimanya SKPD dan STPD PBB-P2;
atau
b) sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan
Keberatan PBB-P2.
tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak
sebelumnya atas objek Pajak yang dimohonkan
pengurangan, kecuali dalam hal objek Pajak terkena
bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD dan
STPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan, atau
dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat
Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan
Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.

Dalam hal permohonan diajukan melalui aplikasi daring
maka Wajib Pajak berkewajiban mengunggah dokumen
pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak berlaku bagi jenis dan objek Pajak yang
bersifat insidental seperti reklame insidental dan hiburan
insidental.



41

(5) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan
Pajak Daerah melakukan pengkajian dan penelitian atas
permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(6) Berdasarkan hasil pengkajian dan penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi Pengelolaan Pajak Daerah mengabulkan atau
menolak mengabulkan.

(7) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan
Pajak Daerah memberikan keputusan mengabulkan atau
menolak mengabulkan permohonan pengurangan dalam
jangka waktu paling lama:

a. 1 (satu) bulan untuk PAT dan Pajak Reklame;
b. 6 (enam) bulan untuk BPHTB; dan

c. 6 (enam) bulan untuk PBB-P2;

sejak permohonan pengurangan diterima.

(8) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) terlampaui maka permohonan dianggap dikabulkan.

Bagian Keempat
Pengurangan atau Pembebasan Sanksi Administratif

Pasal 72
Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1)
diberikan dalam bentuk pembebasan dari sanksi Pajak.

Pasal 73
Pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) diberikan sebesar 100%
(seratus persen) dari besaran pokok Pajak dan/atau sanksi
Pajak.

Pasal 74

(1) Pengurangan atau pembebasan sanksi administratif
diberikan terhadap sanksi administratif yang tercantum
dalam STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT.

(2) Dasar pemberian pengurangan atau pembebasan atas
pengenaan sanksi administratif diberikan karena
kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan
Wajib Pajak.

(3) Kekhilafan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dalam hal Wajib Pajak tidak sadar atau lupa atau
pada kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan
dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga
mengakibatkan Wajib Pajak dikenai sanksi administratif.

(4) Bukan karena kesalahan Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disebabkan:

a. Wajib Pajak tidak menerima SPPT, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT atau STPD;

b. terdapat kesalahan perhitungan dalam proses
penetapan Pajak; atau

c. terdapat kesalahan tulis, dan/ atau kekeliruan dalam
penerapan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.
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Permohonan pengurangan atau pembebasan sanksi

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

dapat diajukan dalam hal:

a. Wajib Pajak sedang melakukan upaya hukum
perpajakan;

b. bunga yang dikenakan atas surat keputusan angsuran
dan/atau penundaan pembayaran; atau

c. kekhilafan Wajib Pajak yang terjadi, merupakan suatu
perbuatan pengulangan dalam kurun waktu 1 (satu)
Tahun Pajak.

Pengajuan permohonan pengurangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) untuk PBB-P2 dapat dilakukan

secara perseorangan dan kolektif.

Pasal 75

Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan sanksi
administratif paling banyak 100 % (seratus persen) atau
pembebasan atas pengenaan sanksi administratif untuk
masa Pajak tahun-tahun sebelumnya.

Pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak dapat diberikan untuk permohonan
yang kedua dan seterusnya atas objek Pajak pada Tahun
Pajak yang sama.

Pasal 76

Pengajuan permohonan pengurangan atau pembebasan sanksi
administratif harus memenuhi persyaratan:

a.

b.

o 0

(1)

(2)

diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia dengan
mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;
mengemukakan jumlah sanksi administratif yang
dimohonkan pengurangan atau pembebasan dengan
disertai alasan;

melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan NPWPD;
melampirkan fotokopi SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT
atau STPD yang dimohonkan pengurangan atau
pembebasan sanksi administratifnya; dan

surat permohonan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak
dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan
Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan surat kuasa.

Pasal 77

Kepala Badan dalam melaksanakan penelitian berkas
permohonan pengurangan atau pembebasan sanksi
administratif dapat melakukan peninjauan ke lokasi
kegiatan dengan melibatkan Perangkat Daerah dan/atau
instansi terkait serta meminta dokumen penunjang selain
yang dipersyaratkan.

Wajib Pajak harus memenuhi permintaan dokumen
penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat
permintaan diterima.
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Permohonan pengurangan atau pembebasan sanksi
administratif yang tidak memenuhi persyaratan, dianggap
bukan sebagai permohonan dan kepada kepada Wajib
Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis dalam
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
tanggal permohonan tersebut diterima, disertai alasan
yang mendasari.

Pasal 78
Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77
digunakan sebagai dasar Kepala Badan untuk mengambil
keputusan untuk menerima atau menolak permohonan.
Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal diterimanya permohonan.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka
permohonan pengurangan atau pembebasan sanksi
administratif dianggap diterima.

Bagian Kelima
Perpanjangan Batas Waktu Pembayaran atau Laporan

Pasal 79

Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan

Pajak diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami

keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu

memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan

permohonan Wajib Pajak.

Tata cara pengajuan perpanjangan batas waktu

pembayaran atau  pelaporan Pajak berdasarkan

permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) meliputi:

a. Wajib Pajak mengajukan permohonan dalam bahasa
Indonesia disertai dengan alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan kepada Bupati dengan
melampirkan:

1. surat kuasa apabila pengajuan dikuasakan,;

2. fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti
identitas lainnya pemohon dan kuasa yang
ditunjuk bila dikuasakan;

3. fotokopi ketetapan pajak; dan

4. bukti tidak mampu memenuhi kewajiban pajak
pada waktunya karena kahar.

b. Permohonan diajukan paling lambat 9 (sembilan) hari
kerja sebelum jatuh tempo pembayaran Pajak
terutang, kecuali hal tersebut di luar kemampuan
Wajib Pajak, dapat diajukan setelah jatuh tempo
pembayaran pajak terutang.
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(4) Dalam  memberikan perpanjangan batas  waktu
pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) Bupati mendasarkan pada pertimbangan dan
telaah teknis dari Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi Pengelolaan Pajak Daerah .

(5) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran
Pajak terutang

Pasal 80

(1) Pemberian  fasilitas angsuran atau  penundaan
pembayaran Pajak terutang dilakukan dalam hal Wajib
Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar
sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban
pelunasan Pajak pada waktunya.

(2) Pemberian  fasilitas angsuran atau  penundaan
pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diberikan oleh Bupati berdasarkan
permohonan Wajib Pajak.

(3) Pemberian  fasilitas angsuran atau  penundaan
pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya berlaku untuk Pajak dengan pokok paling
sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

(4) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan
pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak
dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

(5) Dalam  memberikan  perpanjangan batas  waktu
pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) Bupati mendasarkan pada pertimbangan dan
telaah teknis dari Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi Pengelolaan Pajak Daerah.

Pasal 81

(1) Pemberian  fasilitas angsuran atau  penundaan
pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 80 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:

a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa
angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan
permohonan Wajib Pajak;

b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak
dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan
yang dimohonkan Wajib Pajak; atau

c. menolak permohonan Wajib Pajak.

(3) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran
atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka
waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
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(4) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran
dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar
0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak
yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama
24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung
penuh 1 (satu) bulan.

(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada
PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan yang bersifat
insidental.

Pasal 82

Tata cara pengajuan permohonan fasilitas angsuran

atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) sebagai berikut:

a. Wajib Pajak mengajukan permohonan dalam bahasa
Indonesia yang memuat besarnya jumlah Pajak
yang dimohonkan untuk ditunda pembayarannya selama
jangka waktu tertentu disertai dengan alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan kepada Bupati dengan
melampirkan:

1. surat kuasa apabila pengajuan dikuasakan

2. fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas
lainnya pemohon dan kuasa yang ditunjuk bila
pengajuan dikuasakan;

3. fotokopi ketetapan Pajak;

4. bukti tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada
waktunya karena kesulitan likuiditas atau keadaan
kahar; dan

5.  bukti pelunasan pajak 2 (dua) tahun terakhir.

b. Permohonan diajukan paling lambat 9 (sembilan) hari kerja
sebelum jatuh tempo pembayaran Pajak terutang, kecuali hal
tersebut di luar kemampuan Wajib Pajak, dapat diajukan
setelah jatuh tempo pembayaran Pajak terutang.

Pasal 83
Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1)
meliputi:
a. bencana alam;
b. kebakaran;
c. kerusuhan massal atau huru-hara;
d. wabah penyakit; dan/atau
e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 84

(I) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk
menentukan prioritas Penagihan Pajak.

(2) Bupati dalam melakukan Pengelolaan Piutang Pajak untuk
menentukan Prioritas Penagihan Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Kepala Perangkat
Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak Daerah.
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Berdasarkan prioritas penagihan Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi Pengelolaan Pajak Daerah memerintahkan
Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sesuai
dengan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 85
Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak
untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat
dihapuskan.
Bupati dalam melakukan penghapusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim penghapusan
piutang pajak Daerah.
Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati
Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan mempertimbangkan:
a. pelaksanaan Penagihan sampai dengan batas waktu
kedaluwarsa Penagihan; dan
b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal
Daerah.
Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan
piutang Pajak dilaksanakan sesuai dengan Peraturan
Bupati yang mengatur mengenai penghapusan piutang
Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku terhadap
hak dan kewajiban Wajib Pajak yang belum diselesaikan
sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, penyelesaiannya
dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan
di bidang Pajak yang ditetapkan sebelum berlakunya
Peraturan Bupati ini.

Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan/atau objek
pajaknya dinyatakan masih tetap berlaku dan untuk
selanjutnya harus menyesuaikan berdasarkan Peraturan
Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak
Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak
Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan serta Pajak Parkir;
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b. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pengisian Surat Pemberitahuan
Obyek Pajak, Pendaftaran, Pendataan, Penilaian
dan Pemberian Nomor Obyek Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

c. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan
Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 88
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan peraturan bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon
Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 30 April 2025
BUPATI KULON PROGO,
Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates

pada tanggal 30 April 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2025 NOMOR 12




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH

A. RUMUS NILAI SEWA REKLAME (NSR)

(1) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh
dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

NSR =

[ BPP x Luasan | + | BP x Luasan |

C2

+ NS x C1

NS =

¥ Koefisten Titik Stmpul

Titk Simpul

X  Harga Titik Simpul

Keterangan :

NSR = Nilai Sewa Reklame;
BPP = Biaya Pembuatan dan Pemasangan;
BP = Biaya Pemeliharaan;
Luasan = Perkalian panjang dan lebar (satuan m2);
NS = Nilai Strategis;

C1 = Koefisien Harga Titik Simpul;
C2 = Koefisien Lama Pemasangan.
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B. CONTOH FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN/PENDATAAN OBJEK
PAJAK

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

@ JI Perwakilan No. 1 Wates Kulon Progo 55611
Telp. (0274) 773010 psw 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1300, 1307, 1308 Fax (0274)773221

Website - www bkad kulonprogokab.go id

FORMULIR PENDAFTARAN/PENDATAAN WAJIB PAJAK

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dual, ditulis dengan huruf CETAK

2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan

3. Setelah formulir ini diisi dan ditanda tangani harap diserahkan kembali
ke BEAD Kabupaten Kulon Progo langsung atau dikirim melalui Pos
paling lambat tanggal ... ...

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Nama Badan / Merk Usaha $

| Alamat (foto copy Surat Kotnn_n‘-n Domisth dilampirkan)

- Dusun/Jalan/RT

- Desa
- Kecamatan

- Kabupaten
- Nomor Telepon
3. _Surat lzin yang dimiliki ifotocop) hnrus dilampirkan):
- Surat Ian Gnmum | T ——— Tﬂ -
« Surat l&n ....ooonnie. ), PR Ig . .
- Surat lzin .............. R RIS T.l.

B r——
KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

Nama Pemilik/Pengelola
Jabatan
Alamat Tempat Tinggal (mchmpukan identitas yang dilsporkan)
- Dusun/Jalan
- RT/RW/RK
- Desa/Kelurahan
- Kecamatan
- Kabupaten/Kota
- Nomor Telepon
8. Kewanban Payjak :

[ Pajak Hotel
n Y A -

] Bl B

Kulon Progo, ...
Nama Jalas

Tanda Tangan




C. CONTOH FORMAT SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK
1. PAJAK REKLAME

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

rmrmr{;%?g)mnmgw @.:;arr]rmg:a 3
Jalan Perwakilan No.1, Wates, Wates, Kulon Progo
Telp. (0274) 773221, Kode Pos 55651

FORMULIR PENDAFTARAN/PENDATAAN PAJAK REKLAME

1. |Nama Wajib Pajak
2, |NIK/NIB
3. [NPWP
4. |NPWPD
5. [Alamat Wajib Pajak:
- Dusun/Jalan/RT/RW
- Kelurahan
- Kecamatan
- Kabupaten
- Kode Pos
6. |No Telepon/HP
7. |Emall
8. |lenis Reklame [ ]Papan Nama [Iselebaran [Jsuara
[videotron [Jreragaan
[ I8illboard [JApung
[_JBaliho ] Film/Slide
[Ishopsign (cahaya)  [_] Melekat/Stiker
[ JHuruf Timbul [_]Kain (spanduk)
9. |Konten
10. |Alamat Objek Pajak:
- Dusun/jalan/RT/RW
- Kelurahan
- Kecamatan
- Kabupaten
- Kode Pos
11. |Ukuran (M) B3 B
12. |Sudut Pandang 12 L 12 s
13. |Jumlah Sisi 1 ]2
14. |Masa Tayang
15. |[Kondisi Reklame

Petugas

Wajib Pajak
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2. PAJAK AIR TANAH

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
mnmﬁgum&vm@quga. ™m
Alarnat 1 Jalan Perwaksian Nomor 1, Wates, Kulon Progo

Tulp : (0274) 772229, Pax | (0274} 773221
i gosM, Emai :

FORMULIR PENDATAAN OBJEK PAJAK AIR TANAH

TANGGAL
TEMPAT

DASAR HUKUM:

Berdasarkan Surat TUBaS NOMOT ..ociiiiiiiiiiisiicsiiniiiinnins

s tentang Pendataan Pajak Daerah di Kabupaten Kulon Progo pada

Kegiatan Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo telah melakukan

konfirmasl pada:

NPWPD

NAMA WAJIB PAJAK

ALAMAT WAIJIB PAJAK

NIK/NPWP

NOMOR TELEPON

JENIS USAHA

NAMA USAHA

ALAMAT USAHA

PENANGGUNG JAWAB

EMAIL

STATUS USAHA PERORANGAN [

BADAN [

IZIN USAHA ADA [

TIDAK ADA

]

NIB

TMT BEROPERASI

WATERMETER ADA

TIDAK ADA

]

KUALITAS AIR TANAH BAIK O

TIDAK BAIK

=]
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SUMBER AIR ALTERNATIF ADA [ TIDAK ADA =]

JENIS PRODUK AR D BUKAN AIR (=]

SKALA RISIKO USAHA TINGGI O MENENGAH a RENDAH O

PERUNTUKAN SEMUA JENIS PEMANFAATAN 0O KEGIATANSOSIAL O PENDIDIKAN [

KESEHATAN (O PEMANFAATAN PANAS BUMI LANGSUNG o LAINNYA (O

JENIS ENTITAS PEMERINTAHAN (PUSAT/DAERAH) (W} SWASTA a

BUMN/BUMD/BUMDES PENYELENGGARA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM =]

KOORDINAT SUMUR

TAHUN PENDATAAN

BULAN PENDATAAN JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGT | SEP | OKT | NOV | DES

TANGGAL PENDATAAN

ANGKA DI METER AIR

VOLUME PEMAKAIAN (m3)

NAMA PENGGUNA AIR TANAH

PARAF PENGGUNA AIR TANAH

PARAF PENDATA

KETERANGAN

Demikian pengisian Formulir inl dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
Formulir ini akan diadakan pembetulan seperiunya.

KULON PROGO, iuiciiiiiiiiiniinmiinissnssinanasins 2025
MENGETAHUI
KETUA TIM PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK DAERAH, PETUGAS,
S AN I T AP R 50
NI sissorasssmpsccommissmmmsnsarmsissanitsennsimse P s conerssirpsriermticss sipssops st s R R PRSI IIAYSS
O o U L Ao A de s o s b i
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3. PBJT ATAS MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
)

Jalan Perwakilan No.1, Wates, Wates, Kulon Progo
Telp, (0274) 773221, Kode Pos 56651

FORMULIR PENDAFTARAN/PENDATAAN WAJIB PAJAK

PERHATIAN:

1. Beritanda (v') pada kolom tersedia untuk jawaban yang diberikan

2. Setelah formulir ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Kepala Badan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo paling lambat tanggal ...,

DIISI OLEH WAJIB PAJAK
1. Nama Usaha R B PR Rt e PR PPt MR P AN AP B RS SV LR pPL L AR N PPy NI
2. Alamat:
- Dusun/lalan/RT/RW
- Kelurahan
- Kecamatan
- Kabupaten
- Kode Pos B e T N S s i o e D i v e et ia
3. Surat lzin yang dimiliki (fotokopi dilampirkan):
- Surat lzin Gangguan
- Surat izin
- Surat Izin
- Surat Izin
4, Bidang Usaha:
Hotel/Penginapan Reklame Parkir
Restoran/Rumah Makan Listrik Air Tanah
Hiburan MBLB Sarang Burung Walet

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA
Nama Pemilik/Pengelola
NIK/NIB (fotokopi dilampirkan)
NPWP
Alamat:
- Dusun/Jalan/RT/RW
- Kelurahan
- Kecamatan
- Kabupaten
- Kode Pos
5. Nomor Telepon/HP
6. Email

W N
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4. PBJT ATAS TENAGA LISTRIK

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
)

Jalan Perwakilan No.1, Wates, Wates, Kulon Progo
Telp, (0274) 773221, Kode Pos 56651

FORMULIR PENDAFTARAN/PENDATAAN WAIJIB PAJAK

PERHATIAN:

1. Beritanda (v') pada kolom tersedia untuk jawaban yang diberikan

2. Setelah formulir ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Kepala Badan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo paling lambat tanggal ...,

DIISI OLEH WAJIB PAJAK
1. Nama Usaha R B PR Rt e PR PPt MR P AN AP B RS SV LR pPL L AR N PPy NI
2. Alamat:
- Dusun/lalan/RT/RW
- Kelurahan
- Kecamatan
- Kabupaten
- Kode Pos B e T N S s i o e D i v e et ia
3. Surat |zin yang dimiliki (fotokopi dilampirkan):
- Surat lzin Gangguan
- Surat izin
- Surat Izin
- Surat Izin
4, Bidang Usaha:
Hotel/Penginapan Reklame Parkir
Restoran/Rumah Makan Listrik Air Tanah
Hiburan MBLB Sarang Burung Walet

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA
Nama Pemilik/Pengelola
NIK/NIB (fotokopi dilampirkan)
NPWP
Alamat:
- Dusun/Jalan/RT/RW
- Kelurahan
- Kecamatan
- Kabupaten
- Kode Pos
5. Nomor Telepon/HP
6. Email

W N
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5. PBJT ATAS JASA PERHOTELAN

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
)
mmwgumgmqumana\ 3

Jalan Perwakilan No.1, Wates, Wates, Kulon Progo
Telp. (0274) 773221, Kode Pos 556651

FORMULIR PENDAFTARAN/PENDATAAN WAJIB PAJAK

|PERHATIAN:
1. Beritanda (¥') pada kolom tersedia untuk jawaban yang diberikan
2. Setelah formulir ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Kepala Badan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo paling lambat tanggal ...,
DIISI OLEH WAJIB PAJAK
1. Nama Usaha AR e AR N8 A s O SRR S 33 S m s RN A VMRS S AR a A A a3
2. Alamat:
- Dusun/Jalan/RT/RW 8 a5t 4nahov e s AR R R ivn daas 20de Ry s3a v enmex s MNSAAND (€ UNRS NI S AR ee R ANV NS SEARR VS dpas ALK

- Kelurahan
- Kecamatan
- Kabupaten

- Kode Pos A S S S T LT S O R R e o L B L A bt J O L SO R L TS Lok
3. Surat |zin yang dimiliki (fotokopi dilampirkan):
- Surat I2in Gangguan N fucnsssnssasonnasnssos D - . RO —
= SUrat 1zin oeeeininininns 1 [ L -
- SuUrat 1Zin oo eeeervrieiensannes N it davies TR isririssonitonsenass
= SUrat 1Zin w.oceenenniisinnn N S Tsddisim [ | BAEE A
4, Bidang Usaha:
Hotel/Penginapan | Reklame [ | Parkir
Restoran/Rumah Makan Listrik Air Tanah
Hiburan MBLB [ Sarang Burung Walet

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA
Nama Pemilik/Pengelola o e S o R S e A S A ey
NIK/NIB (fotokopl dIAMPITKBN). 2 uiiiihuiiassiierimiissrisieiviairirsires i b viin i siamsrissdosboami s sissese
NPWP i tcia s A 65 AR ARG s 58 S aVi e s maa R S A S S S A S aAN S Sl s i nbin
Alamat:
- Dusun/Jalan/RT/RW TS R Ay T TR AT S T A P AT
- Kelurahan :
- Kecamatan
- Kabupaten
- Kode Pos
5. Nomor Telepon/HP
6. Email

W N

...............................................
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6. PBJT ATAS JASA PARKIR

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
)

Jalan Perwakilan No.1, Wates, Wates, Kulon Progo
Telp, (0274) 773221, Kode Pos 56651

FORMULIR PENDAFTARAN/PENDATAAN WAIJIB PAJAK

PERHATIAN:

1. Beritanda (v') pada kolom tersedia untuk jawaban yang diberikan

2. Setelah formulir ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Kepala Badan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo paling lambat tanggal ...,

DIISI OLEH WAJIB PAJAK
1. Nama Usaha R B PR Rt e PR PPt MR P AN AP B RS SV LR pPL L AR N PPy NI
2. Alamat:
- Dusun/lalan/RT/RW
- Kelurahan
- Kecamatan
- Kabupaten
- Kode Pos B e T N S s i o e D i v e et ia
3. Surat |zin yang dimiliki (fotokopi dilampirkan):
- Surat lzin Gangguan
- Surat izin
- Surat Izin
- Surat Izin
4, Bidang Usaha:
Hotel/Penginapan Reklame Parkir
Restoran/Rumah Makan Listrik Air Tanah
Hiburan MBLB Sarang Burung Walet

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA
Nama Pemilik/Pengelola
NIK/NIB (fotokopi dilampirkan)
NPWP
Alamat:
- Dusun/Jalan/RT/RW
- Kelurahan
- Kecamatan
- Kabupaten
- Kode Pos
5. Nomor Telepon/HP
6. Email

W N
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7. PBJT ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
)
mmwgumgmqumana\ 3

Jalan Perwakilan No.1, Wates, Wates, Kulon Progo
Telp. (0274) 773221, Kode Pos 556651

FORMULIR PENDAFTARAN/PENDATAAN WAJIB PAJAK

|PERHATIAN:
1. Beritanda (¥') pada kolom tersedia untuk jawaban yang diberikan
2. Setelah formulir ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Kepala Badan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo paling lambat tanggal ...,
DIISI OLEH WAJIB PAJAK
1. Nama Usaha AR e AR N8 A s O SRR S 33 S m s RN A VMRS S AR a A A a3
2. Alamat:
- Dusun/Jalan/RT/RW 8 a5t 4nahov e s AR R R ivn daas 20de Ry s3a v enmex s MNSAAND (€ UNRS NI S AR ee R ANV NS SEARR VS dpas ALK

- Kelurahan
- Kecamatan
- Kabupaten

- Kode Pos A S S S T LT S O R R e o L B L A bt J O L SO R L TS Lok
3. Surat |zin yang dimiliki (fotokopi dilampirkan):
- Surat I2in Gangguan N fucnsssnssasonnasnssos D - . RO —
= SUrat 1zin oeeeininininns 1 [ L -
- SuUrat 1Zin oo eeeervrieiensannes N it davies TR isririssonitonsenass
= SUrat 1Zin w.oceenenniisinnn N S Tsddisim [ | BAEE A
4, Bidang Usaha:
Hotel/Penginapan | Reklame [ | Parkir
Restoran/Rumah Makan Listrik Air Tanah
Hiburan MBLB [ Sarang Burung Walet

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA
Nama Pemilik/Pengelola o e S o R S e A S A ey
NIK/NIB (fotokopl dIAMPITKBN). 2 uiiiihuiiassiierimiissrisieiviairirsires i b viin i siamsrissdosboami s sissese
NPWP i tcia s A 65 AR ARG s 58 S aVi e s maa R S A S S S A S aAN S Sl s i nbin
Alamat:
- Dusun/Jalan/RT/RW TS R Ay T TR AT S T A P AT
- Kelurahan :
- Kecamatan
- Kabupaten
- Kode Pos
5. Nomor Telepon/HP
6. Email

W N

...............................................
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8. PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
)
mmwgumgmqumana\ 3

Jalan Perwakilan No.1, Wates, Wates, Kulon Progo
Telp. (0274) 773221, Kode Pos 556651

FORMULIR PENDAFTARAN/PENDATAAN WAJIB PAJAK

|PERHATIAN:
1. Beritanda (¥') pada kolom tersedia untuk jawaban yang diberikan
2. Setelah formulir ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Kepala Badan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo paling lambat tanggal ...,
DIISI OLEH WAJIB PAJAK
1. Nama Usaha AR e AR N8 A s O SRR S 33 S m s RN A VMRS S AR a A A a3
2. Alamat:
- Dusun/Jalan/RT/RW 8 a5t 4nahov e s AR R R ivn daas 20de Ry s3a v enmex s MNSAAND (€ UNRS NI S AR ee R ANV NS SEARR VS dpas ALK

- Kelurahan
- Kecamatan
- Kabupaten

- Kode Pos A S S S T LT S O R R e o L B L A bt J O L SO R L TS Lok
3. Surat |zin yang dimiliki (fotokopi dilampirkan):
- Surat I2in Gangguan N fucnsssnssasonnasnssos D - . RO —
= SUrat 1zin oeeeininininns 1 [ L -
- SuUrat 1Zin oo eeeervrieiensannes N it davies TR isririssonitonsenass
= SUrat 1Zin w.oceenenniisinnn N S Tsddisim [ | BAEE A
4, Bidang Usaha:
Hotel/Penginapan | Reklame [ | Parkir
Restoran/Rumah Makan Listrik Air Tanah
Hiburan MBLB [ Sarang Burung Walet

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA
Nama Pemilik/Pengelola o e S o R S e A S A ey
NIK/NIB (fotokopl dIAMPITKBN). 2 uiiiihuiiassiierimiissrisieiviairirsires i b viin i siamsrissdosboami s sissese
NPWP i tcia s A 65 AR ARG s 58 S aVi e s maa R S A S S S A S aAN S Sl s i nbin
Alamat:
- Dusun/Jalan/RT/RW TS R Ay T TR AT S T A P AT
- Kelurahan :
- Kecamatan
- Kabupaten
- Kode Pos
5. Nomor Telepon/HP
6. Email

W N

...............................................




D. CONTOH FORMAT SPOP

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO NoFormule | | | [ [ L [ ) [ L]
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

|.;i: Selwn yarg din ateh Petigas agan yang dansin

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK i cloh Wajth Pk
Bor tanda sitang pade hukam yang sesus

1. JENIS TRANSAKSI Dt.m-vmm [:]zmmmmom Dawm
Sinor i5 5N EEN NN EEE EEEE N
" EE NN EEE EEE EEE EEEE B

A. INFORMASI TEMBAHAN UNTUK DATA BARU

4. NOP ASAL HE EE NN ENE EEE EEEE B

s woseriun [ ] ] ]
B. DATA SUBJEK PAJAK

6. STATUS D 1. Pemilik ﬂ 2. Penyewa [—] 3. Pengelola EJ 4. Pemakai [—] 5. Sengketa
7. PEKERJAAN [‘ I 1.PNS ) I:] 2. ABRI ") EI 3. Pensiunan *) D 4. Badan [:l S Lainnya

8, NOMOR KTP

(L0 (LI

(LI LI IO LT LI LTI
(LI LI LTI I (LI LI
(LI LTI T I T IIIIT] (1] [0

EEEESENENENENNNEEEENERNNNN EEEER

C. DATA LETAK OBJEK PAJAK

19,  NO, PERSIL/SERTIFIKAT

HERDRNEEANNEE

(LTI LI L L T T T ITO CLIII LTI

HNENEEEEENEEEEEEEEEEENEENEEEEEEREEER RN

D. DATA TANAH

25, LUAS TANAM (M) (TTTTTTTTT] o zommaTann | ] |
- [Jo wi  [J2 omesenunan []s Ounavesha [ [4 pakat [ |5 taindin

n. woonsexnewar [T [T [T T]

w e ([Dser Lloswy  [wwe Do

Calaten
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E. DATA BANGUNAN
30. JUMLAH BANGUNAN i
F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK

Says menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannys adalah benar, jelss dan lengkap

menurut kead: yang seb nya, sesuai dengan Peraturan DaerahKabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013
31. NAMA SUBJEK PAJAX/ 32. TANGGAL 33, TANDA TANGAN
KUASANYA
Dolam hal bertncak salaky ksama Suat Kuasa harap dlampekan

Dudarn hal Sctyes Pagab, meed ofieh e sendhs Obyek popah | sipayw mangoamssrsn Sh et Densh Lokas Chefh pagt

Bales wakil Pangeriuien SPOMLEPOR adalah 30 (10 probahi] burt sepah dissre chah Sutyek Pagak sessi Parstiean Dasruh Katugaten Kuken Progs Nemot 2 Taben 2013

G. IDENTITAS PENDATA/ PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG

34. TANGGAL PENDATAAN EJ._L’J_Il ] LU_U 34 TANGGAL PENDATAAN [_LL;JJJ~ LLJ_I.I_J
35, TANDA TANGAN 35 TANDA TANGAN

36. NAMA JELAS 36 NAMA JELAS

sowe [TTTTTTT] CITTTT] OO OO e CITTTTTT] CITTTT] OO CTT

SKET/DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

u
S
KETERANGAN : Contoh Panggembavan

- Gambar skettenah okasi oljek paah (tanpe skale)
yang cthubungkan dengan jalen rayajalan profokol
Jaten Inghungan dan lain-an, yang mudah dretanu

oleh umum
- Sebutkan batas-batas pemikan sebelah ufers,
seiatan, himur dan barat Kamo Ali (NOP}
{NOP) T Ead(NOP)
Sruhan

(NOP)
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LAMPIRAN SPOP

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK No. Formulir [ ] ] [ I r] ] l l l ]
1. JENIS TRANSAKSI D 1. Perekaman Data [ ]2 pemutakhiran Data Ds. Penghapusan Data

Dd. Penilaian Individual
2. NOP PROV  KAB KEC KEL/IDES  BLOK NO.URUT  KODE 3.JumeanBanounan | [ [ |

[ O IO O 011 O111 O 4. BANGUNAN KE L]

L
[]w

Lainlain

4 Toko/Apotiv/Pasar/Ruko
7

Hotel'Wisma

5, JENIS DI Perumshan |:] 2 Perkaniorsn Swasia D 3. Pabrik
PENGGUNAAN
BANGUNAN ] [Js muman sakumins [Je omn rage Rereas

Bengked Gudang/ Peranian

Bang Tidak Kena Pajak

D 9. Geoung Pemerntah

D 12 Bangunan Parkir

D!J Apartaman DM Pompa Bansin D!s Tangu Minyak

DIB Gacung Sekolah
s waseancunanz) | | [ [ [ [ [ [ [ | Im 7. JUMLAH LANTA! CLITTTTITITITT]
8. NO.IMB LI AT AT 9. TANGGAL IMB HEENEEENER

(L]
HEEE
HEEENEEERER

10. TAHUN DIBANGUN

11. TAHUN DIRENOVASI

12. DAYA LISTRIK
TERPASANG (WATT)

HEENREENEERN

13.NO PELANGGAN
PLN

14. KONDISI PADA D 1 Sangat Bak D 2. Baik D 3 Sedang [:] 4 Jesek
UMUMNYA

15. KONSTRUKS! |:] 1 Baja D 2. Beton D 3 Batu Bata D4 Kayu

16, ATAP Dv Decrabon D) Gig Batory I:]J G4 Basa/ [:]4 Asbes DS Seng
Baeton/ Gig Glazur Alumunkim Sirop

17. DINDING [ Kaea []2 sesn [ eatbata [ xaw []s sen
Alumuanium Conblok

18, LANTAI D 1 Marmer D 2 Keramik I:] 3 Teaso D 4 Ubin PC/ D 5 Semen

Papan

19. LANGIT-LANGIT D 1 Akustik D 2 TripiekAsbes |:] 3 Tidak Ada

Jati Bambu

21, AC Sentral 22. GENSET

[TTITT]

20, JUMLAH AC Dj Sphit
[T v

23. LUAS KOLOM [:D:D 24. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2)
RENANG (M2) Ringan Barat
D’ Diplester [:]2 Dengan EED:D Sedang D::Dj Dengan Penutup
Pelapis
25, JUMLAH DGN LAMPU TNP LAMPU 26. JUMLAH LIFT 27. JUMLAH TANGGA
LAPANGAN BERJALAN
TENIS EI:] Beton ED D: Penumpang
[ w [0 [T s csoou (]
E]] Tansh fia¥ E]] Dj Barang Lbr s 0,80 M ED
Rumput
28. PANJANG 29. PEMADAM KEBAKARAN | |1 Hydrant 1. Ad 2. Tidak Ad
P LITT] [ Hyeran [ aa [] .
DI Baja/Besi []2 estamatao Dz Sprinker [+ ada [ |2 Twaxada
[]s. Fire msam [+ ada [Jo Toaxada

(ITT1] HEEE

30. JML SALURAN
PES. PABX

31. KEDALAMAN SUMUR
ARTESIS (M)

3Z. NO. PELANGAN PDAM

EEFEGEENRENEEEE
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C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3/8

[] paerix seEnaKEL GUDANG PERTANIAN (8 = 38)

33 TNool koLom ) || | 3 LEBAR BENTANG (M) ]
swoavaoukne [ [T T] 0 KL (I11] 7. LuAS ENENEE
LANTAI (Kg/M2) DINDING (M) MEZZANINE (M2)

D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDAR

[:] PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAM (JPB = 2/9)
38 KELAS BANGUNAN [:] 1 Kelos 1 [:] 2 Kolas 2 D 1 Wolas ) E] A Kol d

D TOKO / APOTIK/ PASAR/ RUKO (JP8 = 4)
39 KELAS BANGUNAN D 1 Kelos D 2 Kews2 D 3. Kolas

[] muman saxim uime (spses)
40 KELAS BANGUNAN E] 1 Kelas t D 2 Kl 2 D 3 Kales ) D A Kok 4

auaskamaroon | | | | ] 42 LS RUANG LA DON DEEGHERE

AC SENTRAL (M2) AC SENTRAL (M2)

[:] OLAN RAGA REKREAS! (JPB »8)
43 KELAS BANGUNAN 1 Kelus 1 D 2 Keles 2

D HOTEL WISMA (JPB =7)

44 JENIS HOTEL D 1 Non- Resont
45 JML BINATANG [:] 1 Bintang 5 D 2 Bintang 4 D 3 Bntang 3 [:] 4 Bintang 12 [:] 5 Non

Bintang
wamomkamar [ [ [ 1] 47 LUAS KMR DNG [TTTT] 4swsmuawa wwm oon [ [ [T T TTT]

AC SENTRAL (M2) AC SENTRAL (M2)

D BANGUNAN PARKIR (JPS =12)
A0 TPE BANGUNAN 1 Temd DJ Tpe d D.\ Toe 2 D-‘ Tipe 1

D APARTEMEN (JPR = 13)
50 KELAS BANGUNAN E] | Kelos 1 D 7 Keww2 D 3, Kolas 3 D A Mok d

o1 sumuan ararremen [ [ [ [ 7] §2. LUAS APT DNG R 3, saerianoon [ | | | [ [ [ ]

AC SENTRAL (M2) AC SENTRAL (M2)

[] ranaKi minvax upe =18)
54 KAPASITAS TANGKI 55. LETAK TANGKI (1 ottas [ 2 o mawan

(M) E]IED Tanah Tanah

[] oroune sexoLan (spe 16)
56 KELAS BANGUNAN || 1 Kelas 1 [J2 xetw2

E. PENILAIAN INDIVIDUAL (X 1000 Rp)
§7. NILA) SISTEM ENEEEERRER so. mawovioua | | | [ | | [ | ][]

F. IDENTITAS PENDATA/ PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG
o9 TOL, KUNJUNGAN HEEREYIRER
KEMBALI
60 TGL. PENDATAAN LT TN T 44 TOL PENELITIAN I A I O N
01 TANDA TANGAN 65 TANDA TANGAN
62 NAMA JELAS 00 NAMA JELAS
ewe (TTTTTTT) OO CEg | eewe C T I O CT
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E. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMUTAKHIRAN DATA PBB-P2

FORM-01

Homor o SRR - .'-1+-| L
Lamp. : terlompir
Penhal : Permohonan Data Barn Kepada

Obyek / Subvek Pajak FEE
Yth Eepala BEAD Eabupaten Kulon Progo

Di-
Wates

Dhberitabmkan dengan hormat, bahwa berdasarkan Bukh Espemlikan Tanzh barupa - Sertfikat /Latjer C/ Model E/
Modal I atan bukt: kepenulikan lammva degan Nomor e

sampal dengan saat mi atas tanahbwm dan atzn bangiman terzebut belum dikenzkan Pajak Bur dan Bangunan sejak
L R

Mangenai letak fanah b dan ataun bangunan kan tersebut, berlokas di:
Alamat ek

DuzunTalan
DesaEal,

Eeramatan

Sebazal bahan pertimbangzan berzama im terlampir dokumen pendukung, antara lain
2. Foto kom KTP Wajh Pzjak’ pemohon;

Zurat Kuasa bagl vang diban kuaza;

Foto Kop SPPT tetangsz zebelzh;

2POP dan LEPOP vang telzh di 121;

Foto kopt Tanda Bukfs Kepamilikan Hak Ataz Tanzh;

Foto kopi IME apabila terdapat bangunan pada Obwvek Pajak:

£, Surat Ksteranzan dan De=a ztan Kelurzhan;

NS

Fa o o

Deemlkian kami zampatkan dengan data dan keadazn vang sebenar-henamya. Atas dikabulkannya permohonan mi
discapkan terimz kasth,

Wanth Pajak / Kuazanyza®)

— ﬁ'amjgjm; "
Nomor HP 5o
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Mamor <. ISR v -1
Lamp. :
Penhal : Permohonan Pembetulan Eepada

Dhyek ! Subyek Pajak PEB
With Kepalza BEAD Kabupatan Kulon Progo

h-
Wates

Diberitahukzan dengan hormat, balowa SFFT PEB untuk Talun.................., atasnama

Wapik Pajak (WF) L e n e e

HOP L e

Alamat WP :
Dusum/Talan @ e
DesaBel 0 e
Eeramatan - oo

Jumlzh Pajzk Terutanz  Ep.

Telah kami terima pada  Tanggal e Bulan o Tabmom s

Mammun berhubung pada  Tanggal e Bulan o Tabom .

Setelah kami cermat: dan telits, temyata terdapat kesalzhan tuliz nama,
Yang Benar adalzh sebaga: berikut :

Wajth Pajak (WP S
MNOPp e
Alamat WP :
DusmmTalan 0 e
DesaBel e
Kecamatan D mmeemeereeeeemeemeameanmeamee e an e e e
Alawat Obvak Pajak
DosonwTalan -
DesaBel e
Eecamatan e mnranes
Luasan Obyek Pajak
Tanah / Bumi seluas @ 1¥E
Banpunan z=luas D e e
Dumohonkan BMulai Th, . e untuk dibetulkan.

Sebagal bahan pertimbangan bersama i terlampir dokumen, antara lain :

a. Foto kopt identitas pemohon;

b. Surat KEuasa bagl vang dikuaszkan;

c. 2POP vang telah diiz;

d. Foto kopt dan tanda bukt pelunasan pajak > tahum terakhur;
e. Foto kopt buki kepemuilikan;

Demikian kami sampaikan dengan data dan keadaan vang sebenar-benamya. Atas dikabulkannya permohonan m
dincapkan terima kasih.
Wapk Pajak / Euasanya®)

(Wama Jelas)
Nomor HE. -
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FORM-03

NOIOR S oreswrersenessysvrsismmsonraismnty  reseymdethienniendex tAnERAL & .
Lamp. : terlampir
Peribal : Permohonan Keberatan Kepada :

Yth, Bupati Kulon Progo
melalul Kepala BEKAD Kab. Kulon Progo

Di -
Wates
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :
Nama TR ORI Y MSOY P Oum PSR TN (IYNDIYRA OO Y SN Sah oMY
Alamat (lengkap) E s e T S iy
Bertindak dan atau Sebagai Wajib Pajak atas PBB Tahun ... dengan atas nama
Wajib Pajak (WP) - J Ly N T e o e ST e
NOP AN G A N e
Alamat Obyek Pajak
DUNIO/TAMI 15 iiiiississrshbodssvbnsdosmonshbostbaessess schyprssoa
Desa/Kel ST T A LA I STy s
Kecamatan -SSRV O IO ST (TR0
Nomor SPPT S — -

Jumlah Pajak Terutang ~ Rp.

Mengajukan Keberatan atas PBB Tentang tersebut diatas, dengan alasan adalah

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini terlampir dokumen, antara lain
n. Foto kopi KTP Wajib Pajak/ pemohon:
b, Surat Kuasa bagi yang diberi kuasa;
SPPT PBB tahun berjalan:

C
d.  Bukti Pelunasan PBB S (luna) Tahun sebelumnya;
e
f

Foto kopt Tanda Bukt Kepemilikan Hak Atas Tanal,
Foto kopi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB),

g Surat Keterangan dan Lural/Kepala Desa;

Demikian kami sampaikan dengan data dan keadaan yang sebenar-benamya. Atas dikabulkannya permohonan i
dincapkan terima kasih
Wajib Pajak / Kuasanya®*)

AL AL AL AL LA AAL MMM IALLISAAL

(Nama Jelas)
Nomar HB, 'Liviivviviiaing

NB. 1. Pengajuan Perorangan Satn Surat permohonan untuk satu SPPT
2. Pengajuan Kolektif untuk Pajak terutang maksunal 200.000,-
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FORM-04

Momor 2o e e
Lamp. : terlampir

Penthal : Permohonan Pensuransan FBB

Vang bertanda tangan d:

Nama

Alamat (lengkap)

bawah mi, sava:

ooy BAREEEL T e

Eepada -

Yih Bupati Kulon Proge
melalm Eepala BEAD Kb, Kulon Progo

Di-
Wates

Bertindak dan atan Sebaza Wajik Pajak atas PBE Talum ...

Wajik Pajak (WF)

NOF

Alamzt Obyek Pajak
Dz Jalan
DeszKel
Keramztan

Womer 3PPT :

Tumlzh Pajak Terutanz  Ep.

dengan afas nama

Mengajukan Penpurangan ataz PEE Terutang tersebut diatas, dengan alazan adalah

-
Al emeem e s e m e e s ot e e e o £ m e e et

Sebagal bahan pertimbangzan berzama ini terlampir dokumen, antara lam :

2. Foto kopt KTP Wapnb Pajak’ pemohbon;

b
¢. Foto kopt SK Pansioman, vang diferbitkan oleh
Foto copy SPT PPh (unfuk wajb pajzk badan);
SPPT azh;

Surat Keteranzan dari Lurah/Eepala Deza;

Diaftar Panghasilan, vang diketabm oleh Instan=i berwenang (umtuk LVEL Pansioman);

mstane berwenang;

Eeterangan Kepailitan, dan mstans: vang berwenang;

Bukti Pelunasan PEB 3 (limz) Tahun sebalumma;

Demikian kami sampaikan denzan dafa dan keadaan vang sebenar-benamya. Atas dibabulkannya permohonan 1

dmcapkan terima kasih,

Wajih Pajak,

. r"‘famjgj!gn i
Nemor HP. = oo
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FORM-05
Momsor o e TEAEEAL T e
Lamp. : rovlampir
Perihal :Autazi Obvek / Subvek Pajak FEB Eepada -
Tth. Kepala BEAD Ezbupaten Enlon Prozo
Di-
Wates

Dibentahukzn dengan hormat, bahwa SPPT PEBEB wntuk Tahwm ..., 3t3az nama
Wayik Pajak (WE) v e a s e e e er s
NOP
Alamat WP

Dz Talan

DazaKel

Kacamatan

Tumlzh Pajak Temitang Bp oo
Telah kamnterima pada  Tamggal
Mammm barhobuns pada  Tangzal

Mama

Yang baralamat di
DhisumJalan
Die=aEel
Kecamatan
Kab' kota

Untuk

Tanzh / Bumn seluas
Banzunan sehiaz
Dimchonkan Mulai Th

chrvak tersabut telah]-:amjjual sawzkan' kontrakican wansubah, ]-r.epada:

L
L

1. EPPTPEE zeluruhnva dlalasuamakan pembell / permvews / pengontrak / penarima hibal' penerima waris

terzebut d: atas, atau

2. EPPT PEE =ebaman diatasnamakan pembel / penyewa / pengontrak’ penerima hibah! penerima warls tarsebut
diatas dan sizanya masih tetzp atas nama Waph Pajak Lama,

(Lingkaran wewmor Fang seri)

Sebazail bahzn periimbangan barzamz 1 terlampir dekornen antzra lain

Asli/ foto Copy*) EPPT PEE tahu...

o opp oo

Surat keteransan Lurzh/Eepala Deza

im

Foto kopa KTP Wajih Pajak dan atauw E-urat Kua.—.a I:apablla dikuzsakan J;

Foto Copy Tanda Bukh Kepermilibean (Sartifikat) Penguazaan Pemanfaatan Tanah dan atan Bangunan;
Foto Copy KTP Pembeli / Panyvewa / Penpontrak |/ penerima hibab' penerima waris ;

SPOP dan LEPOP vang telah dii=1 dengan banar dan lengkap;

Bukt: Pelunzzan PEB 5 (lima) Tahun sebelummya;

Demibaan kam sampaikan dengan data dan keadaan vang sebenar-benamma. Atas dikabulkannya permohonan m

dincapkan terima kaszih,

Vanz Menerima Mutazi (WP Baru),

("\.M ..fsh:;,-'
Momor HP. -

Wapth Pajak / Euazanya®)
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FORM-06

NOMOT &ttt iceiiceiecaiaeeeee e tanggal @ oo
Lamp. : terlampir
Perihal : Permohonan Pembatalan SPPT PBB Kepada :

Yth. Kepala BKAD Kabupaten Kulon Progo

Di -
Wates

Diberitahukan dengan hormat, bahwa SPPT PBB untuk Tahun.................., atas nama
Wajib Pajak (WP) D R TS S A
NOP D ST R RS
Alamat WP

Dusin/Jalan *  cccsassanssssaneaeaEiE

Desa/Kel e S R R S R

Kecamatan E R R B e
Nomor SPPT D RS
Jumlah Pajak Terutang  Rp. ...

Dengan ini mengajukan permohonan pembatalan atas SPPT dimaksud. dikarenakan :
a) Obyek Untuk kepentingan umum / tanah negara / bebas pajak:;
b) Terdapat pencatatan ganda (double) dengan SPPT PBB, atas nama :

Nama Wajib Pajak U
Nomor SPPT  sssasenensasssvsnssopsepnsonsanssasnsnsnsnansansyasensusnanasanysamas sasess
Jumlah Pajak TerANE © ....ococoomiiiiiieiie e

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini terlampir dokumen, antara lain :
a. SPPT Asli Tahun Pajak bersangkutan;
Foto kopi KTP Wajib Pajak/ pemohon;
Foto kopi Tanda Bukti Kepemilikan (Sertifikat) /Penguasaan/Pemanfaatan atas Tanah/bangunan:
Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa:
Surat Kuasa bagi yang dikuasakan;
Buku data pendukung lainnya:

"o a0 o

Demikian kami sampaikan dengan data dan keadaan yang sebenar-benamya. Atas dikabulkannya permohonan ini
diucapkan terima kasih.

Wajib Pajak / Kuasanya*)

(Nama Jelas)
Nomor HP: zxossesssmmaanssas
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FORM-07

Lamp. : terlampir

Perihal : Permohonan Salinan S B KEPADA
Yth. Kepala BKAD Kabupaten Kulon Progo
J1. Perwakilan No. 1 Wates,

Di-
WATES
Yang bertanda tangan di bawah mi, saya :
Nama O L R L PR R S R O P AT P e
Alamat (lengkap) N
Dengan imm mengajukan permohonan SALINAN SPPT PBB Tahun ................ atas nama
Wajib Pajak (WP) eGSR i SRR L
NOP B e A SR R K S M A
Alamat Obyek Pajak
Pedukuhan/Jalan ¢ sl A LR S
Kalmahan/Kel ¢ icciaciniaiinimaidtmmiissie
Kapanewon A N A SR A R S
Nomor SPPT T oo
Jumlah Pajak Rp. e
Tertang

Sebagat bahan pertimbangan bersama ini terlampir dokumen, antara lain
a. Foto kopt KTP Wajib Pajak/ pemohon:
Surat Kuasa bagi yang dikuasakan;
Foto kopi SPPT PBB tahun sebelumnya;
Bukti pelunasan pajak dari BKAD;
Foto kopi Tanda Bukti Kepemilikan (Sertifikat) /Penguasaan/Pemanfaatan atas Tanaly/bangunan.
Surat Keterangan Kalurahan/Kelurahan

me oo o

Demikian kami sampaikan dengan data dan keadaan yang sebenar-benarnya. Atas dikabulkannya permohonan
i1 dimcapkan terima kasih.

Wajib Pajak / Kuasanya*®)

(Nama Jelas)
Nomor HP. -........occoocvvviiiiinn.
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FORM-08

NOMEOE Jivwsirssebesinniifosannnansanaroy,  Liewewnsioieieees TODEEAL 1 ;ccvvvsmmseresssensisisaserssicony
Lamp. . terlampir

Perthal : Permohonan Surat Keterangan NJOP KEPADA
Yth. Kepala BKAD Kabupaten Kulon Progo

Di-
WATES
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya
Nama A R N AN A A N o B AN 5 STy
Alamat (lengkap) e T T R
Bertindak dan atau Sebagai Wajib Pajak atas PBB Tahun ............... dengan atas nama
Wajib Pajak (WP) b A S A PR S St
NOP  peiessalehed i bk 0400vel AN ISLAA LIS LLESAM VSN SOMALS
Alamat Obyek Pajak
Dusun/Jalan
Desa/Kel
Kecamatan B S e Y N A
Nomor SPPT S e
Jumlah Pajak Terutang  Rp. i
Mengajukan Surat Keterangan NJOP Tahun ............ sebelum SPPT di terbitkan untuk keperluan :

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini terlampir dokumen, antara lain
Foto kopi KTP Wajib Pajak/ pemohon:

Surat Kuasa bagi vang diknasakan;

Foto kopi Tanda Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah;
Bukti pelunasan pajak 5 tahun terakhir dari BKAD;
Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa (kolektif’'beda nama);

Foto kopi SPPT tahun sebelumnya:

&

[ -

Demikian kami sampaikan dengan data dan keadaan yang sebenar-benarnya. Atas dikabulkannya permohonan ini
dincapkan terima kasih.

Wajib Pajak / Kuasanya*)

......................................

Nomor HP. :......cocoeurissumssnsssens
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SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama O S O 0 e 54 S AR NS D S S R S S S OB 9 (SRS o G s B S SR oS
TTL A S R S A B T el e T R X D S A e SR e R iR
Pekerjaan S R R S R B B A O o S B ey B v s B R BB ais
Alamat B

Selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa”.

Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama 3R GRS oA Ao F Y A A AR kR Oy i e AR Sw RS RRS KA VR 4SS RKHR SRS SR SR AT RS e san R
TTL N o B e S Y e AR oS S s it
Pekerjaan S R e T e S s R O T S O S
Alamat ey e e W e e T et W Fomat

Selanjutnya disebut sebagai “Penerima Kuasa®.

KHUSUS

Pemberi kuasa memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa untuk mewakili atau bertindak

untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk tujuan mengurus Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) atas nama Pemberi Kuasa. Demikian Surat Knasa ini dibuat, untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Penerima Kuasa, Pember1 Kuasa,
Materar 10000




F. DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN PBB-P2

NO

NOP

NO INDUK

NAMA WAJIB
PAJAK

ALAMAT OBJEK
PAJAK

RW/RT

ALAMAT WAJIB
PAJAK

RW/RT

PAJAK
TERHUTANG

PERUBAHAN
PAJAK

TANGGAL
BAYAR




G. LAPORAN PENYAMPAIAN SPPT

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
‘ BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

)
NN KIS NN KK AN RN~ M
gveana) Eanarame. Tz
Jalan Perwakilan No.1, Wates, Wates, Kulon Progo
Telp. (0274) 773221, Kode Pos 55651

Wates,
Nomor : Yth.
Sifat - Segera Kepala Badan Keuangan dan Aset
Lampiran - Daerah

Hal

Sebagai bagian dari proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (PBB P2) Tahun 2024 telah dilaksanakan penyampaian Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB P2 Tahun 2024 oleh Pengelola PBB P2
dan Petugas Pemungut PBB P2 Kalurahan/Kelurahan. Dalam rangka mewujudkan
tertib administrasi PBB P2 Kalurahan/Kelurahan, kami laporkan penyampaian SPPT
PBB P2 Tahun 2024 sebagai berikut:

' No | Pedukuhan SPPT 'SPPTBelum| Total | Alasan Belum
1 Tersampaikan| Tersampaikan| SPPT Tersampaikan
1 :

2.

3. |dst.
’ Tolal: | ane | sans | oo

Demikian laporan ini kami sampaikan agar menjadi periksa.

Ditandstannan secara

kegalaBadan Keuangan dan Aset ﬁaerah

Pembina Utama Muda; Vic
NI b o bedand
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H. LAMPIRAN SPPT

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTA

I PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN
| NOP: B
Vg LETAK OBJEK PAJAK NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK Al
E 3 -
A 5.
l. -
A NPWP - e
' OBJEK PAJAK LUAS (m?) KELAS NJOP PER m* (Rp) TOTAL NJOP (Rp) &
L ":,\l
i)
} <l
N3 ¥
}. '| NJOP sebagal dasar pangenaan PBB = t
; NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 7
| .| NJOP untuk penghitungan PBB 2 3 i
I"'] PBB yang Terutang = &
| \
L
i ‘| PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 3
|
e
¢ JUMLAH TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
| TARON POKOK DENDA ) JUMLAH KETERANGAN L.
. *} Pajak terutang dikenakan denda sebesar ;
1% perbulan, terhitung sejak tanggal |-,
o Jatuh tempo SPPT P
15 ‘) Piutang berdasarkan data § tahun | |
| terakhir
f .
[ 3
) | .
Pk - d
1]
=
H Total yang belum dibayar
{ | TGL JATUH TEMPO N
i “4 TEMPAT PEMBAYARAN ° KEPALA l~’
2 | 3
A "SR
% F
-~ 'ul\
L] ! '
i [}
7 s R
l‘ - & P AR S T AR _1l
[ < P . 1 o
' R
|
i ""4 ) v‘
|- Letak Objek Pajak  : Kapanewon Tanda Tangan '
' Kelurahan / Kalurahan
<1 nop ( e ) B
! Nama Penerima
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BAGIAN BELAKANG

Nama Petugas : Tanda Tangan Petugas :

Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal :

(

10,
1

12.
13

PERHATIAN

Apabila dalam Surat Pemberitahuan Pajek Terutang (SPPT) terdapat nal-hal yang meragukan (coretan, tip-ex dan
tzn-lan). Wajib Pajak dapat menghubungi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Pajak yang terutang harus dibayar sekaligus selambatiambatnya 6 (enam) bulan sejsk ditenmanya Sorat
Pemberilahuan Pajak Terutang (SPPT) i

Pajak yang terutang hanya dapat dibayar pada Tempat Pembayaran yang detentukan pada SPPT i,

Bukli pelinasan pembayaran PBB yang sah adalah

a Svral Setoran Pajak Daerah (SSPD) untuk pembayaran secara langsung atau melaks pelugas
pamungul.

b Bukl pembayaran lan dan Bank Tempal Pembayaran Elektronik bagi pembayaran pajak Secara
elekironik

Apabila pambayaran dilaksanakan dengan transter’pemindahbukuan/pengiriman uang melshus Bank/Kantor Pos,
agar mencaniumkan nama Wayd Pajak dan Nomor Objek Pajak (NOP)

Pajak yang terulang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanks: sebagal benkut

a. Denda Admirsstrasi 1% sebutan dan jumiah pajak yang tenutang yang tidak dibayar; dan

b. Ditagih dengan STPD.PSB. dan dalam hal STPD-PBB ndak dilunasi. ddanjutkan dengan Surat
Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajb Pajak.

Keberatan atas jurmiah pajak yang terutang pada SPPT ini dapal diajukan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kulon Progo paiing lambal 30 Juni tahun berjalanternit.

Permchonan pengurangan pajak yang dsebabkan karena kondisi tectentu Objek Pajak yang ada hubungannya
dengan Wayb Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lannya, harus clajukan selambat-lambatnya 3 (6ga) dutan
ternAung sepak

a. Duenmanya SPPT ini;

b Terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa

Batas wakiu lersebul pada bulir 7 dan 8 dapal diperpaniang, jika Wajib Pajak dapat membuktikan batwa hal tersebul
diluar kekuasaannya

Pengajuan keberatan. banding dan pengurangan, tdak menunda kewapban membayar pajak

Apabila Objek Paak dipindahtangankan kepada pihak lan. balk seluruhnya atau sebagian, Wajib Pajak harus
melaporkan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulen Progo.

NJOP hanya digunakan untuk penetapan Fajak Bumi dan Bangunan.

Apabila tanggal jatuh tempo tenuis tanggal 30 Seplember. maka bulan | setelah Llanggal [atuh lempe adalah tanggal 1
Oktober s/d tingaal 31 Oktober pembayarannya akan dkenakan denda sebesar 1%: bulan 1l adalan tanggal 1 Nopember
s/d 30 Nopember pembayarannya akan dikenakan denda sebesar 1%, dst.

~N

2

.

3.

INFORMASI

PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasal, dan/atau dimanfaatkan oleh
orang pribadi atau Badan, Dasar Hukum Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

SPPT tersedia secara elektronik/ online dengan mengakses eSPPT pada alamat situs
https:/lesppt.kulonprogokab.go.id

Permohonan pelayanan terkait PBB dapat dilakukan secara elektronik/ online melalui alamat situs
https:lfelayananpbb.kulonprogokab.go.id

\

J

( SIMPANLAH SSPD ATAU BUKTI PEMBAYARAN LAINNYA SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB)

)
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I. CONTOH FORMAT SPTPD

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO e
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Tt Pl
JL. PERWAKILAN NO. 1, WATES Koida Ban -
Kepada Yih :
SPTPD Bzan Keuangan dan Aset Dasrah
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) Kabupaten Kuian Progo
di Wates

PERHATIAN -
L. Harap disi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri Nomor pada kotak [ ] yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. ::‘e':ah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali ¥epada Badan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat tanggal 12 bulan
utnya
4. Keterlambatan Penyerahan pada tanggal tersebut diatas akan dilakukan Penetapan secara jabatan untuk WP yang berdasarkan Official
Assesment dan Denda untuk WP yang berdasarkan Self Assesment

1. DATA WAJIB PAJAK

NPWFPD

Nama Waijib Pajak
Alamat Wajib Pajak
NIOP

Nama Objek / Usaha
Alamat Objek

oA nNEw

2, DATA OBJEK PAJAK (DIIS] OLEH PENGUSAHA )

Klasifikasi Usaha : [

3. DIIS| OLEH PENGUSAHA

L Jumiah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sebelummya
a. Masa Pajak -
b. Dasar Pengenaan (Jumizh pembayaran yang diterima}
c. Tand Pajak {Sesuai Perda)
d. Pajak Terhutang (bxc)
2. |umiah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak Sekafar-g ({lampirkan foto copy dokumen) -
a Masa Pajak
b. Dasar Pengenaan {jumlzh pembayaran yang diterima)
c. Tanf Pajak {Sesuai Perda)
d. Pagak Terhutang (bxc)

A PERNYATAAN
Dengan menyadarn sepenuhinga akan akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai n ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau
yang saya ben kuasa menyatakan apa yang telah kami bertahukan tersebut di beserta lampiran-lampiranmya adalah benar, lengkap dan

jelas.
Wajib Pajak
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J. CONTOH FORMAT SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO s
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SKPD ikt
JL. Parwakilan No. 1 Wates (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH) Kode Bayar
Telp (0274) 773221 Masa Pajak : s.d.
Tahun Pajak : 2025

I. Identitas Wajib Pajak
NPWPD

Nama Objek
Alamat Objek
Il. Tgl Jatuh Tempo Pembayaran

NO. | KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp. )

| |-Pajak Daerah
- Pajak Daerah

Perhitungan Pajak Daerah ditetapkan sebagai berikut :

Jumlah Ketetapan Pokok Pajak
Jumlah Sanksi a. Bunga
b. Kenaikan|
Jumlah Keseluruhan |

Dengan Huruf : ¥ Terbilang #

PERHATIAN :

1. Harap penystoran dilakukan melalui Bank BPD DIY dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau Kode Bayar.

2. Apabila SKPD im tidak atau kurang dibayar setelah waktu paling lama 30 hart sejak SKFD Ini ditetapkan dikenakan sanks|
administrasi berupa bunga sebesar 1% per bulan.

a.n, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
E Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Dan
—A, Penetapan Pajak Daerah

=

Frintwd by SMPATOA Hiatumen 1 dari 2
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NPWPD

Nama Wajib Pajak
Alamat

Nama Objek / Usaha

i

i

Alamat Objek / Usaha :

THEE RN TR

TANDA TERIMA

Printed by SMPATOA

Hatumen 2 dorl 2




K. CONTOH FORMAT SSPD

79

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO SSPD
Q BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)
| PERWAKILAN NO. 1, WATES Tahun ; / No. SSPD :

NPWPD
Nama WP
Alamat WP
NIOP
Nama Objek
Alamat Objek
Menyetorkan berdasarkan *) : SKPD STPD [] Lain-lain

SKPDT SPTPD

SKPDXB SK Pembetulan

SKPDKBT SK Keberatan
Masa Pajak : Tahun : No. SPT/SKPD :

NO.| KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp})
1
Jumlah Setoran Pajak
Dengan Huruf :
Diterima Oleh,
Petugas Tempat Pembayaran
Tanggal : Penyetor,
Bank BPD DIY  conicoananispisspcisaansspise )

Ben tands V pods otak sesual cengen kesetanan yang dimilic!
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L. CONTOH FORMAT SKPDLB

050 SKPDLB
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar) No. Urut
mm;.:l{)zx‘_',m'u':(}‘e;:.:.‘{l;‘i»ty/aJ:'fu:&'n§ Masa pajak .
Alareyt : Julae Perwebdan Nomor & Webes, Kaion Progo Tahun . ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Telp: (6274) TTI22N, Pea - (RT74 T2
Websta : htipsibiod bulangeagodas 0o ., Sxal - bieed@budonprogobas goid

Nama

Alamat :

NewpDNkNop s | | | [ [ [ T[] []
Tanggal Jatuh Tempo

I. Berdasarkan pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan
lain atas pelaksanaan kewajiban:
Rekening Pajak
Nama Pajak

I. Dari Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak
terutang adalah sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan Rp
2. Pajak yang terhutang Rp
3. Kredit Pajak:

a. Setoran yang dilakukan :Rp

b. Lain-lain ‘Rp

c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun

yang akan datang/hutang pajak :Rp

d. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b-c) ' Rp
4. Jumlah Kelebihan Pembayaran Pokok Pajak (3d-2): Rp
5. Sanksi Administrasi:

a. Bunga (Pasal ...(...)) :Rp

b. Kenaikan (Pasal .... (.....)) :Rp

¢. Jumlah Sanksi Administrasi (a+h) Rp
6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5c) "Rp

Dengan huruf

PERHATIAN
Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan

Pajak (SPMKP) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU)

Kulon Progo,
Kepala BKAD
.......................................... GUNEING di SINT...eieiii i
Nomor SKPDLB :
TANDA TERIMA

NPWPD/NIK

Nama

Alamat

Kulon Progo,

Yang Menerima,
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB)

NOMOR URAIAN ISIAN

1 Diisi bulan periode SKPDLB diterbitkan;

2 Diisi tahun periode SKPDLB diterbitkan;

3 Diisi nomor urut SKPDLB diterbitkan;

4 Diisi dengan Nama Wajib Pajak;

5 Diisi dengan Alamat Wajib Pajak;

6 Diisi kode NPWPD Wajib Pajak Penerima SKPDLB;

7 Diisi tanggal terakhir pajak harus dibayar;

8 Diisi nomor rekening jenis pajak daerah yang ditetapkan;

9 Diisi nama jenis pajak daerah yang ditetapkan;

10 Diisi dasar pengenaan pajak hasil dari pemeriksaan atau keterangan lain;

11 Diisi jumlah pajak yang seharusnya dibayar;

12 Diisi setoran yang telah dilakukan sebelum SKPDLB diterbitkan;

13 Diisi jumlah setoran lain yang dapat dikreditkan selain a;

14 Diisi hutang pajak yang dimiliki Wajib Pajak;

15 Cukup jelas;

16 Cukup jelas;

17 Diisi bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak hasil perhitungan lebih bayar;

18 Diisi kenaikan tertentu atas pajak lebih bayar yang diberikan kepada Wajib

19 Pajak;

20 Cukup jelas;

21 Cukup jelas;

22 Diisi dengan huruf jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang;

23 Diisi tempat, tanggal, dan tahun SKPDLB ditetapkan;

24 Diisi nama pejabat yang berwenang menandatangani SKPDLB;

25 Cukup jelas;

26 Cukup jelas;

27 Cukup jelas;

28 Cukup jelas;

29 Cukup jelas;

30 Diisi tempat dan tanggal surat diterima;
Diisi tanda tangan dan nama Wajib Pajak atau kuasanya yang menerima
SKPDLB.
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M. CONTOH FORMAT SKPDN

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PRCGO
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SKPDN No. Urut
o g (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil)

CNARSI AN TININ sty e
417l ) b bt Sl

<. S oo 0 Masa Pajak : - ’ ’ ‘ ‘ ] ‘ ‘
mzsu:rmx,\my:‘ lrlr‘:mu;o:’;:r‘ﬂg srrgedazgod Tahun
Nama
Alamat :
NPwpomnor [ | | [ [ [ [ L] e

Tanggal Jatuh Tempo

I. Berdasarkan pasal 73 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas
pelaksanaan kewajiban:

Rekening
Pajak
Nama Pajak

I11. Dari Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai
berikut :

1. Dasar Pengenaan Pajak Rp
2. Pajak yang seharusnya terutang Rp
3. Pajak yang seharusnya dibayar Rp
4. Pajak yang telah dibayar Rp
5. Pajak yang lebih bayar (3 - 2) Rp
6. Pengurang (Utang Pajak Lainnya) Rp
7. Jumlah Pengembalian (4 - 5) NIHIL
Kulon Progo,
Kepala BKAD
NIP.
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Nomor SKPDN :
TANDA TERIMA
NPWPD/NH
Nama
Alamat
Kulon Progo, 2025

Yang Menerima,
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PETUNJUK PENGISIAN SKPDN

Angka (1) : diisi Nomor SKPDN yang diterbitkan

Angka (2) : diisi Tanggal SKPDN

Angka (3) : diisi Nama Wajib Pajak

Angka (4) : diisi NPWPD Wajib Pajak

Angka (5) : diisi Alamat Wajib Pajak

Angka (6) : diisi RT / RW Domisili Wajib Pajak

Angka (7) : diisi Kalurahan Domisili Wajib Pajak

Angka (8) : diisi Kabupaten Domisili Wajib Pajak

Angka (9) : diisi Kapanewon Domisili Wajib Pajak

Angka (10) : diisi Provinsi Domisili Wajib Pajak

Angka (11) : diisi Jenis yang diperiksa

Angka (12) : diisi Alamat Objek Pajak

Angka (13) : diisi RT / RW Objek Pajak

Angka (14) : diisi Kalurahan Objek Pajak

Angka (15) : diisi Kabupaten Objek Pajak

Angka (16) : diisi Kapanewon Objek Pajak

Angka (17) : diisi Provinsi Objek Pajak

Angka (18) : diisi Badan yang mengampu ketugasan dibidang pajak daerah
Angka (19) : diisi nama Kelapa Badan

Angka (20) : diisi NIP Kepala Badan

Angka (21) : diisi tanggal penerimaan surat oleh Wajib Pajak/Kuasanya
Angka (22) : diisi nama Wajib Pajak

Angka (23) : diisi kota domisili Wajib Pajak

Angka (24) : diisi tanda tangan dan nama terang penerima surat
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N. CONTOH FORMAT SKPDKB

e SKPDKB
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang No. Urut
tn M;f&l))é',':‘. ')('J(.»‘.;J»(.-jfia 7,'-)‘1:%‘3)& ™ Bayar) ’ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Alrvat: o Porwekan Hamer £ Wetes Kakn Pogn Masa Pajak : -
Talp: (6274 TTI2Y, Pea : (R276 TTIZ
Wedsta ; hipsibiad budongrogoda 0o d, Svab - bied@uioaprsgobat go.d Tahun

Nama
Alamat

newpDNkNop | | | [ [T T[] ]
Tanggal Jatuh Tempo

Il. Berdasarkan pasal 73 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban:

Rekening Pajak : ‘ ‘ | | | | ‘ | ‘
Nama Pajak :
I1l. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah

sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan Rp
2. Pajak yang terhutang Rp
3. Kredit Pajak:

a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya :Rp

b. Setoran yang dilakukan ‘Rp

c. Lain-lain :Rp

d. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c) Rp
4. Jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak (2-3d): _Rp
5. Sanksi Administrasi:

a. Bunga (Pasal ...(...)) :Rp

b. Kenaikan (Pasal .... (.....)) :Rp

¢. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b) Rp
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c) Rp

Dengan huruf

PERHATIAN
1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bank Tempat Pembayaran/Kas Daerah dengan menggunakan Surat

Setoran Pajak Daerah (SSPD).
2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini
diterbitkan, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6 % per bulan.

Kulon Progo,
Kepala
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Nomor SKPDKB :
TANDA TERIMA
NPWPD
Nama
Alamat
Kulon Progo,

Yang Menerima,
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB)

NOMOR URAIAN ISIAN
1 Diisi bulan periode SKPDKB diterbitkan
2 Diisi tahun periode SKPDKB diterbitkan
3 Diisi nomor urut SKPDKB diterbitkan
4 Diisi dengan Nama Wajib Pajak
5 Diisi dengan Alamat Wajib Pajak
6 Diisi kode NPWPD Wajib Pajak Penerima SKPDKB
7 Diisi tanggal terakhir pajak harus dibayar
8 Diisi nomor rekening jenis pajak daerah yang ditetapkan
9 Diisi nama jenis pajak daerah yang ditetapkan
10 Diisi dasar pengenaan pajak hasil dari pemeriksaan atau keterangan lain
11 Diisi jumlah pajak yang seharusnya dibayar
12 Diisi setoran yang telah dilakukan sebelum SKPDKB diterbitkan
13 Diisi jumlah setoran lain yang dapat dikreditkan selain a
14 Diisi hutang pajak yang dimiliki Wajib Pajak
15 Cukup jelas
16 Cukup jelas
17 Diisi bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak hasil perhitungan kurang bayar
18 Diisi penurunan tertentu atas pajak kurang bayar yang diberikan kepada Wajib
Pajak
19 Cukup jelas
20 Cukup jelas
21 Diisi dengan huruf jumlah kurang bayar yang seharusnya terutang
22 Diisi tempat, tanggal, dan tahun SKPKB ditetapkan
23 Diisi nama pejabat yang berwenang menandatangani SKPDKB
24 Cukup jelas
25 Cukup jelas
26 Cukup jelas
27 Cukup jelas
28 Cukup jelas
29 Diisi tempat dan tanggal surat diterima
30 Diisi tanda tangan dan nama Wajib Pajak atau kuasanya yang menerima SKPDKB
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O. CONTOH FORMAT SKPDKBT

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PRCGO SKPD KBT
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang No. Urut
nzw;:‘.'{)g,'.!':.x'J({.";aJ‘..Jv‘l;‘l»\7;»1‘1::’;:1111'n(; Bayar Tambahan) ’ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
O e T . Masa Pajak : -
Wessta : Hipsitiad o Svaé o god
- Tahun
Nama
Alamat

neweDNikNop | | [ [ [ [ [T []
Tanggal Jatuh Tempo

I. Berdasarkan pasal 73 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban:

Rekening Pajak : ‘ ‘ | | | | ‘ | ‘

Nama Pajak :

I. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai
berikut :

1. Dasar Pengenaan Rp
2. Pajak yang terhutang Rp
3. Kredit Pajak:

a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya :Rp

b. Setoran yang dilakukan :Rp

c. Lain-lain :Rp

d. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c) Rp
4. Jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak (2-3d): _Rp
5. Sanksi Administrasi:

a. Bunga (Pasal ...(...)) ‘Rp

b. Kenaikan (Pasal .... (.....)) :Rp

¢. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b) Rp
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c) Rp

Dengan huruf

PERHATIAN
1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bank Tempat Pembayaran/Kas Daerah dengan menggunakan Surat

Setoran Pajak Daerah (SSPD).
2. Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKBT
ini diterbitkan, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6 % per bulan.

Kulon Progo,
Kepala

Nomor SKPDKBT :
TANDA TERIMA

NPWPD
Nama
Alamat

Kulon Progo,
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Yang Menerima,
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB)

NOMOR URAIAN ISIAN
1 Diisi bulan periode SKPDKB diterbitkan
2 Diisi tahun periode SKPDKB diterbitkan
3 Diisi nomor urut SKPDKB diterbitkan
4 Diisi dengan Nama Wajib Pajak
5 Diisi dengan Alamat Wajib Pajak
6 Diisi kode NPWPD Wajib Pajak Penerima SKPDKB
7 Diisi tanggal terakhir pajak harus dibayar
8 Diisi nomor rekening jenis pajak daerah yang ditetapkan
9 Diisi nama jenis pajak daerah yang ditetapkan
10 Diisi dasar pengenaan pajak hasil dari pemeriksaan atau keterangan lain
11 Diisi jumlah pajak yang seharusnya dibayar
12 Diisi setoran yang telah dilakukan sebelum SKPDKB diterbitkan
13 Diisi jumlah setoran lain yang dapat dikreditkan selain a
14 Diisi hutang pajak yang dimiliki Wajib Pajak
15 Cukup jelas
16 Cukup jelas
17 Diisi bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak hasil perhitungan kurang bayar
18 Diisi penurunan tertentu atas pajak kurang bayar yang diberikan kepada Wajib
Pajak
19 Cukup jelas
20 Cukup jelas
21 Diisi dengan huruf jumlah kurang bayar yang seharusnya terutang
22 Diisi tempat, tanggal, dan tahun SKPKB ditetapkan
23 Diisi nama pejabat yang berwenang menandatangani SKPDKB
24 Cukup jelas
25 Cukup jelas
26 Cukup jelas
27 Cukup jelas
28 Cukup jelas
29 Diisi tempat dan tanggal surat diterima
30 Diisi tanda tangan dan nama Wajib Pajak atau kuasanya yang menerima SKPDKB
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P. CONTOH FORMAT STPD

Kode Bayar
f‘l“ PEMERIMTAH KAEIRATEM KULOH PROGO STPD E"IE
BADAN KEUANGAH DAN ASETDAERAR 1 (QURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH)
Telp.fFax 1Q274) T3 Masa F'i.jak o 0-04-2024 550 30-04-2004 E
' Tahun Pajak 2024 .
i}
HEWED PO
Hama
Alamat
HIOP
Mama Objek
Alamat objek
Ma. Ketetapan
Tol. ketetapan
Tol. Jatuh Tempa

|. Berdasarkan Pazal 100 Undang-undang Womor 28 Tahun 2009 telah dilakukan penelitian dan ¢ atau pemeriksaan atau keterangan lain atas
pedakzanaan kewajiban ©
Kode Reksning o0
Hama Rekening  : Pajak Restoran dan Ssjenisnya

II. Dani penelitian dan ataw pemeniksaan tersebut diatas, penghitungan jurmlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berdut ©
1. Pajak yang kurang bayar Ap. 1]
1. =ankesi adrminiztrasi

5. Bunga (0 Bulan x 182 0) Ap. il
b Jumlah San&=i Administrazi Ap.
3. Pajak yang Kurang Bayar Ap. il

Ceengan huruf ;
sebelas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah

PERHATIAN ©

1. Harap peaystoran dilabukan melalui Bank BPD DY dengan menggunakan Kode Bayar yang tertera pada Surat Tagihan Pajak Dasrah (STROD).
i. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD ini diterima dikenakan sankzi administrasi
berupa bunga sebesar 1% per bulan.

Wates,
AN KEPALA BADAN KEUANGAM DAN ASET DAERAH
KEPALA EIDANG PELAYANAN PENDAFTARAH DAN
PEHETAPAM PAJAK DAERAH

FIP. e e
HOMOR
TANDA TERIMA

HFWFD PO

Hama :

Alamat

SRR || S
Yang Menerima
oo i

 Catatan @ jika sudah malakukan pembayvaran mohon STPD ind diabaikan
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Q. CONTOH STPD TINDAK LANJUT PENELITIAN DAN/ATAU PEMERIKSAAN

PEMERINTAH EABUPATEN KULOYN DROGO SURAT TAGIHAN | Nomor Urnt
BADAN EEUANGAN DAN ASET DAERAH DATAE DAERAH
TP .']I_'\.I_tr'll LB L .'I_I'\..I !Hllf - rlrl i} L) == 'J'I;' T-'LH.L-H e

Jalan Perpakilar Momer 1, Watez, Kalan Pro
Telepan (0274) 773211, Faksmmile (0274) 773221
Website: hitps:/blkad kulonorozokab.zo.id/, Email:
thad@kulonprogokab go.id

MNama

Alamat

NEWPD

Tanggal Jatuh Tempa:

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Eabupaten Eulen Proge MNemor ... Tahun .. tenfang Pajak Dasrah dan
Fetribusi Daerah, telah dilakukan penelitian dan‘atau pemeriksaan atan keterangan lain atas pelaksanaan
kewajiban :

HOPD

Tahun Pajak
Ketetapan

Tangeal jatub tempa -

11, Dar penelitian dan‘atau pemeriksaan tersebut di ars, penghitungan jumlab yang mazihharus
dibayar adalah sebagzai berikat :
1. Pajak yang kurang dikayar Bp.............. ...
2. Sank:l administrasi
Bunga ... .. Y sehazar  Bpo.o ..
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2) BEp.._ .. ... ..

Drengan huraf ...

PERHATIAN :
1. Penyetoran dilakukan ke ka: Daerah melaloi tempat pembavaran yang ditonjuk

2, Apabila pembayaran atau penvetoran melsbihi batas wakm yapz ditepmkan, dikenakan sanksizesuai
ketentoan peraturan perondapg-undangan.

Wates,
EEPFALA,

NIP.

e SUNLINE 151wt e vermrn e
Nomor STPD -

TANDA TERIMA
NPWED
Nama
Alamat

Wates,
YTang menerima

BEUPATIEULOHN PROGD,
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R. CONTOH SURAT PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Nomor : Kepada

Lampiran : Yth. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu

Perihal : Permohonan Izin Kabupaten Kulon Progo
PenyelenggaraanReklame di WATES

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama 3 Pasang Baru 0O
Alamat 3 . Perpanjangan QO
No. Telp/Hp
Nama
Perusahaan
Bidang Usaha

Mohon izin untuk memasang reklame :

No. | Jenis Reklame | Ukuran | Jumlah | No. Jenis Ukuran | Jumlah
Reklame
1. [ Papan Nama 9. | Selebaran
2. | Huruf Timbul 10. | Udara
3. | Baliho 11. [ Apung
4. | Billboard 12. | Berjalan
5. | Shopsign/ NB 13. [ Film/Slide
6. | Megatron/Video 14. | Suara
7. | Kain (Spanduk) 15. | Peragaan
8. | Melekat /Stiker
Sudut Pandang :
1 Segala 2 S Satu
it 3 TigaArah O Avah a
2 Empat 4 Dua
Arah o Arah o
Tempat pemasangan :
1. Lokasi S S PR R A R e B 5T 2 b o e e R A IR O PP e o
2. Jalan DR R R N R BRI 3BT R o Qe R S P e e e
R 2 s J RWG Kecamatan @ aiamaminissss
Kawasan : o Khusus n] Perumahan u] Terbuka
0 Campuran (u] Pariwisata o Perindustrian
O Perdagangan O Pendidikan
o Pertokoan u] Perkantoran
FungsiJalan |  Arteri Primer o Kolektor Primer u] Lokal
o Arteri [n] Kolektor
Sekunder Sekunder
Ketinggian reklame : 1. Dari Permukaan /Badan Jalan s/d Bagian Bawah Reklame :...__...meter;
2. Dari Trotoar /Bahu Jalan s/d Bagian Bawah Reklame SRR meter;
Lama Pemasangan : 1. ... Hari/Minggu/ Bulan / Tahun;
2. Terhitung Mulai Tgl/Bl/Th :............ s/dTgl/Bl/Th :.....................
TATTIREICEINNE: 2 oy osscous coiosste d sk A4S s o d A O S W .8 60 35 B RSB O A S DN & bl som @SS Wi 4
Reterany g ar i - o e e A L i el S T I LA TRl ass
Wates,..ooouiiiiiiiiiiiiiiaiiainas
Telah dikoreksi, pada tanggal : Pemohon,

Oleh Petugas,
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C. BIAYA STANDAR, PROSENTASE BIAYA PEMELIHARAAN, DAN NILAI KEOFISIEN

[ BIAYA FEMBUATAN | . va | KOEFISIEN JENIS | oo o oo
NO. | JENIS REKLAME | DAN PEMASANGAN _BIAYA a REXKLAME KOEFIHEN A PEMAS. AN
PEMELTHARAAN 1C2)
|Rp per md) €1y
I | Papan Namn 100.000,00 10% 0,7 i < 1 mingge 10
2 | Megatran 2.500.000,00 10% 1 2 Imgs/d<2mg 4
3 | Hillbosrd $00.000,00 10% 1 3 Zmge/d<1bl 5
4 | Baliho 160.000,00 10% 1 4 1ble/d<20l 18
5 | Shopslgn (Cahaya) 115.000,00 10% 0,7 5 2bis/d<anl 14
6 | K {Spanduk) 10.000,00 10% 0.7 6 4bls/d<6bl 1,2
7 | Haruf Timbul 130.000,00 10% 0.7 7 Gbls/d1th 1
D. BOBOT DAN NILAI LOKASI
t Kawasan Uluran Reidame Sudut Pandang m‘ Jalan
40% 50% 5% 5%
Nilal Nilai Sudut Nilal Nilal
No | Tempat Pemasangan | Nilai Titik Lo Nilad | ooy Nilai Titik Pungsi Jalan | Nilai | .0
1 Kawasan Khusus 10 = “> 25 10 5 | Segala Arah 10 | 05 |Arteri Primer 10 0.5
2 Kawasan Campuran 9 36 | 0. <25 9 4.5 | Empat Arah [ 0.4 | Arteri Sekursder 3 0.4
Kawnsan
Perdagangan 8 3.2 17,5 .« 20 -] 1 Tiga Aruh [ 0.3 | Kodektor Prirner 6 0.3
Kodektor
» Kawnsan Pertolcoan 7 28 18-« 178 7 3.5 | Dua Arah 4 0.2 | Sekunder 4 0.2
5 Kawnsan Perumalnn & 24 | 125.«15 O 3 Lokal g
1] Kawnsan Panwisata S 2 - <128 5 2.5
7 Kawnssn Peadidikan 4 1.6 T8.-10 4 2
8 Kawnansn Perkantoran R 1.2 5.475 3 1.5
9 Kawnsan Teebuks 2 0.8 28 -«8 2 1
10 Kawasan
Perindustoing 1 0.4 <25 ] 0.5

E. PENETAPAN LOKASI, TINGKAT STRATEGIS, DAN FUNGSI JALAN

Nilai 10 Nilai 9 Nilw: 8
TS| TY TS| 1) TR | TS
| Kawnnan Khuwsis | | Kawsnan Caspraras | | Kawnnan Prrdagangan |
A Jadan Joga - Purworejo 1. Sepmyang Jalan Yogys - SR | KP 1. Komglek Sulo Gawolkc Wates S5TR | KP
1. Jembatas Pamtar dalam rndius 250 | STR AP Puarworoo daless Wikoyah 2 Ruas Jalan Simpang Tigs 5TR KP
1 dari jembutan ke arah wilayah Katrupeten Kulom Progo darl Sentolo ~ Pupah STR | KPP
Katmpaten Keilon Proge Jretatan Bantar swmpal dengan 3 Russ Julun Pertignan Sendolo ~ STR | KPP
2 Sanpang Tign m.n; Sentclo 5TR AP lnln-’::vnnn &Yv'nux dilosar Pupah
lulaen rmlice o dard o arem Kawasas Khasus .
Sungang Tigs 2. Jalem dalem Kema Watws dituar | STR | KP | 4. Ruas Julun Simpuay Espaet
A Tikengan Serut Sestole dalem STR | AP e Mawsann Khuiws yultu Kenteng - Paanr Kenteng
redius 100 m dael s tikungan, n. Julan Brgien Katumee Nanggulun
4. Sumgang Tgn Sentelo dalam natius STR AR b Jnlan Diponegeen.
200 m dari ne Sempanyg Tigs. 0. Jalen Gadingan ~ Mutihun -
5. Swmpang Tigs Kenaeog Npaogerung. | STR AP Teteg Thenmut
Sentolo dalum rmdius 250 m dan as o Jalan Suijat Wates,
Sumpany Tiga e Jalan M. Dawam Wates
0. Sumpang Tige Milly dadam mdius TR AP L Jnlsn Mutihan - P Wates.
250 m dan us sunpany e g oJulen Perwnkilen Wates,
7 g Karangnoogkn Wates SR AP o Jalan Teotars Pelajar Wates
dakam radive 350 m dan e L Julas Sugiman.
Sy Tgn T 3. Fune duian Forut Fengeat
8 Semgmig Tign Term=mal Waten dalam ans Jalan Serut Penganih -
rdius 250 m dart Stmpang Tigs STR AP Milir. STR KP
9. Tiksygun Dungsoeg Watrs dabam 4 Russ Julan Dayakan - Fengsath. | STR KP
riedius 200 = deci un tikungan STR AP
10. Smpang Tiga Dalangas Trihano
Wates dalam radisis 250 = dar) us TR | AP
fSampang Nign
11, Sempang Tigs Toyan Trikann Wates
dalarn radive 250 o
Sazgung T BTH AP
12 Sampang Koapas ke arsh Pantai
Cilingals Teroon dulas sudiue 100 m TR AP
dar s Sanpang
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T3 Simpany Tups Pengealun Congol STR | AP
dalam radius 100 m dan as
Tign dan samps bt
wilayah Kulon Proge.
B Jalan Brosot - Toyen
1 Jembatan Srasdalomn dalam rados TR
250 m dan jembatan ke ambh
wiliyah Kebupaten Kuloo Progoe.
2. Sonpang Ty Tugu Srosot (nlur
dalam radive 250 m dan) es STR
Simpang Tiga.
3 Sonpanyg Emgat Nagung Wates SR AV
dalams radius 250 m dari ae
Smpang Esspar.
€ Jalan Nesplang Sentolo Kahbwwasy, am | ap
1. Simpang Esgat Kenteng Nangpalan
dalam radius 250 m dart as
P STR | AP
2. Bmpang Esgar Deiso Kalibawang
dalam radive 250 m dar as
Sonpang Expat
Nidmi 7 TS |TJ Nilai 6 ; T Nilai 5 TS |TJ
{ Kawasan Pertokoan | { Kawasan Perumalian | 1 Kawssan Portwisats |
1. Ruas Jalan Nagung - Jembatan SR |AF/K et e e g b rt e s s et 1. Kompel [E] K KS
Hendungan P — 2. Xompiek Pantai Congot K KS
2. Ruas Jalan Karsngnoagko — STR 1 Kemnplek Pantai Trisik. K KS
Nogarg STR | KS/K 4. Kemnplek Wadulk Seemao, K |KS
3. Jalsn dalemn Kota Wates di s ) 5. Komplek Oua Kiskenda. K L
aren kuwssan Xhusus yaity @
o Jolan Brigien Katumeo,
b. Jalan Dipaoegaro.
. Jolan Gadingan - Mutihan -
Tetey Tinsur.
. Jnlan Sutinl Wates.
e Julan M. Dawans Wates,
L Jalan Mutshan - Pasar Wates.
g Jolan Tentaru Pelgjur Wates.
13
Nitai ¢ T |TJ Nilaz 3 T |TJ Nitai 2 TS |TJ
s 8
Pendid { Kerwasan Perknnioran ) | Kawnnan Terbuica |
T Ruas Jnlon Serut - Jalan RS [T Congot { Jalnn Deandeies | K [AF
Sugiman - Teteg Timur — Jalan 2. Ruas Jalan Teteg Barnt — RSU Wateo - | § K=
Perwakilan Teseg Barat Kaokap. K K
2 Ruas Jalan Bhay ~Jalun | S |KS |1 Ruas jalan SGO - " K K
A - - 4. Buss Jalan ~ Papah, K Ks
Jalan S, Parman - Teteyg Barat G Russ Jalan Kepek - Kalimanggis K K
6. Russ Girtmulyo - s AR
7. Russ Jalan Ngeplang « Simpang Empat
Kenteng 2 s AR
f Ruasa Jalan Simpang Empat Kenteng
Nanggulan - Klangon " a AS
9 Ruasa alan Debowo ~ Plove Samigaia K L
10, Russ Jalnn Nagung - Bugel K K3
11 Ruas Jalan Ngelo Sentolo - Brosot K K5
12, Ruas Jalan Kenteng Nganggrung - K K3
Cangakan,
13.Ruas Jalan Sudu - Gartmulyo - K |[Ks
~ Perbatasan Purworeso 1Y R
14, Ruas Jalan Jombolcan ~ Kokap. K s
15. Ruas Jalan Jombolean ~ Pripth.
16.Ruas Jalan Pasar Kenteng Nanggulan - | K f 3
17 Ruas jaluss Persloworejo - Jongurungan
Ketesangun;
TS » Tingkoat Strategis AP = Arteri Priseer KPP « Kolektor Primes = Strntegis
FS = Fungm Jalan AS = Arten: Sekunder KS = Kolektor Sekunder ¥ =
L = Lokal K = Kumang
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¥ Cooton Perhimungaes Pajss Neklama.
1 SVboors -

mmn«mmmc-mwmmwnmam(mmo‘l.xm«n
derge serhat gandang 2fdua] seah peda fungy (el Arser] Primer wrtub [anghs wokly pesinangas § Sulen 3/ 1 teshan

1 sam dor . parm’ o« Az 0000
2. Pays Peeweiborssn (W) Sbows germom |« Ap. I0.000.00 (1% S/ AP9)
3 Koefisien Joma pemasongen (CIL §- 180 s |

4 AN B Agveasao AND0S1T 05y (Wewasie Musys) « 4

AN 1R Sudve sevayng DNS00 N dipasang (2 arh < 82

¥ N Tk Fungsl Jakon BAROSed dpasang (At Priwy) « L5

A Soeboien bargs tk simped (C2] = 1

Marga dan rilal tersebat dalam pajak rebame 1 bog
o s (Luas Sebtame X BPPIm’ |+ { \uss Rebtame X Bb/m' | s xa)
L]
M .
R s 2 X S00000 )+ I M X___ 80000 ) v (% LS|

-

12200000 -« 1520000 « (MM X CT)

LI « MYl

THR Sevpt N Mg Ttk Savgead
“ ASe02008 K tags P Sivoud
EE ]
- L A K Mags Pk Shveud
Ll
s 058937559 ¥ 100000
. L8
. s x a
- a0 x 1. nsa00
otk Whai Sews elamenys sebiga Serbut
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S. CONTOH FORMAT REKAPITULASI PENYETORAN PAJAK HOTEL DAN
PAJAK RESTORAN

REKAPITULASI PENYETORAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN

BULAN/MASAPAJAK - s
TAHUN 3 s
Tzl Penyetoran/ Nomor Nams Restoran/Warung Mskan/ Nominal Belanja Jumlah
pemindshbulusn Pemindshbukusan Katering/Hotel/Penginapan Makanan dan Minuman Pajak
1 2 3 4 5
Mengetahui- Wates, .
Kepalz Dinas/Badan/Bazian/Kantor Bendshara Pengelusran
NP i | R Nt
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T. CONTOH SURAT PERMOHONAN ANGSURAN

Perthal : Permohonan Angsuran
Kepada Yth.
Kepala BKAD Kab. Kulon Progo
Di Wates
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Pemilik/Pengelola R L S SRR R S P D R (S N NPT NI e
Alamat I RO H S S ST s LAt b O bi b s rse s ible
.................................. R e S edias e ddos s copsond
Bertindak untuk dan atas nama
Nama/Merek Usaha S o A S 3 St S S LS s s 14 O L PO S o S OSSP LR
NPWPD G R R R GO L ST S D ITIRP AR CPRRR S e ook
Alamat S ONade st arlbt b i obasess008assbMsINS T batesbairelibbeltabiie
................................ RO il daresisasiassadaaisire
mengakui masih mempunyai hutang pajak atas SKPD/SKPDKB/SKPDKEBT*)
PRI iisionrpisierivainey No Urut ...cooevrenverines begjumlah RP. .....cvvvmmmirrccsmrennnsrns
Dengan ini saya mengajukan permononan agar kiranya hutang pajak
tersebut di atas dapat disetor dengan cara angsuran sebanyak ... |
.............. ) ) kali dengan masing-masing tersebut di bawah dan akan lunas
seluruhnya paling lambat tanggal ........coveniiennnn
Rincian Angsuran
TANGGAL PENYETORAN JUMLAH ANGSURAN
TRL vvinasievinvrbbasivussetrse B casiStiidssaasiarvavees
D} AP R IR BRI R BB s s Rssdsesiinsie
R et rr eI I rrrrrrr it B
)< SE AR O R LT R e S irs it

..................................................................................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dikabulkan,

Tanda Terima
a/n. Kepala BKAD Hormat Saya,

-------------------------------------------------------------------------
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U. CONTOH SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Perihal : Permohonan Penundaan Kepada Yth,
Pembayaran Espala BKAD Kab. Kulon Progo
Dengan hormat,

Yang bertanda tangan d: bawah i

Nama Pemilik/Pengelola S WP I S il i
Alamat J—— . NN S—
.............................. BRI csicnn vinssnasinsasn
Bertindak untuk dan atas nama
T T T Ty e T T e ——
BEITUPILD.. 000 R o ieseinmae i i s st it bt b b st i et bbb eres
T PP T —
o VRS TS —
Dengan im sayva mengajukan permononan penundaan pembaysaran atas
SKPD/SKPDKB/SKPDKBT*) dengan nomor urut ... . yang akan jatuh
tempc pada tanggal ... ..aprhmnvntnnggaljmthmpo
diperpanjang/ dxmndahmsxaunwﬂ

Alagan pengsjuan permohonan penundasn pembayaran i -

..................................................................................................................

*) Coret yang tidak periu
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V. CONTOH SURAT PERJANJIAN ANGSURAN

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

|

! @ BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

' Jelan Farwekien Nc ¢ Telp Q274773010 pesawal 238 237 208 208 Fax (0274)773221
WATES- 55611

SURAT PERJANJIAN ANGSURAN

Yang bertanda tangan di bawah ini ©

Nama TR EEET SRR CT TR SPUCCLE Y NPT TR O IR LS
NPWFPD — TP RO GRS e PRt e
Alamat o) | éhbderidve AR S PO T AL LR Sod I DT PO rEIR
................................ L D —"
Bertindak dan atas nama
Nama B - RSSO PPt e b SN e MR SO AUt 48
Alamat TIPS R AT £ 55 L e ent (LU0 5 a e e oL Lo b oo
......................... DB pes pessanqassipbisanases
Dengan im1 menyatakan telah menyampaikan permohonan
pembayaran hutang pajak pada tanggal ... ... sebanyak ...
N —_— | kali angsuran terhadap Surat Ketetapan Pajak yang telah
diterima
a. SKPD No ...... BRL cocsssereorensensoers RIS sessnnnssrotsonsve
b. SKPDKB No . R TR RRR o A A e
¢. SKPDKBT NO ........... R Rp
d STPD No gl Rp
Rp oo
Pembayaran angsuran :
Angsuran Biaya Adm. / Jumilah

b. Tgl .. .. Angsuran ] |+ AP SIS . STt | . e PR

c. Tsl Angsuran 1T Rp. .. " BE: corestensivese T
oy SO S Angsuran IV S LS - . SO B - - » TS LR
Jika pernyatnan pembayaran pada sub 1 di atas tdak saya penuhbi,
maks penagihan dilakuksan dengan Surat Paksa tanpa pemberitahusn lebuh
dahulu
Mengetahu: dan menyetuyus,
Kepals EKAD, Yang berjanji,

............................
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W. CONTOH SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Perwakian No 1 Telp (0274)773010 pesawat 230 237 285 2008 Fax (0274)773221
WATES-S5a1

: PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Yang bertanda tangan di bawah s :

NiBBER: 30 0 0 i e R e e A e e T
Alamat TP ot O TP TV LTI S ETET LTS P b e

Bertindak dan atas nama

Nama B SePrsTTeIssesatsttstesstns steessnenes AR LARE TR
NPWFD TP T ST TP TP TSee

1. Dengan 11 menyatakan telah menyampaikan permohonan penundaan

pembayaran hutang pajak pada tanggal .. ... terhadap
SKPD/SKPDT/SKPDKB/ SKPDKBT") nomor urut ...........ccocues jatuh tempo
tanggal ............. W

2. Berdasarkan permononan di atas maka telah disepakati bahwa
pembayaran atas hutang pajak di atas ditunda pembayarannya sampai
dengantanggal ...

3. Jika permnyataan pembayaran pada sub 2 di atas tidak saya penuhi, maka
penagihan dilalukan dengan Surat Paksa tanpa pemberitahuan lebih
dahulu.

............................................
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X. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN
ANGSURAN/PENUNDAAN
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
; Q BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Perwakdian No. 1 Telp (0274)773010 pesawat 238 237 255 206 Fax (0274)773221
WATES-55011
Kepada Yth.
Bpk/Ibu/Sdr Gidies
B e snasnasaniesesann

SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN/
PENUNDAAN PEMBAYARAN *)
NOMIOT & s I

Setelah kam: mempelgjjan dan mempertimbangkan, dengan m
dibentahulon balwa Surat Permohonan Angsuran/Penundaan PFembeyaran *) Saudara
tertanggal .. L N — 5) dengan penuh hormat tdak

*) Coret yang tidak perlu
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Y. CONTOH SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU
PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGURANGAN ATAU

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
MOMOR: 5 oiasesdivesisesiion Kepada Yth,
RAMIPEIRIS  oivianaiisaasaniiisii Kepala BKAD Kab. Kulon Progo

Perihal : Permohonan Pembetulan/
/Pengurangan/Pembatalan  di Wates
/Penghapusan Sanks: Admi-
nistratif,

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah n: :

Nama Pemulik/Pengelola R R S D s atriosd

Alamat RN I TR  Ciise
eosenssasPRsNSsEsSsaavRORELLE s DU cosvonienssvoremmmnovese

Bertindak untuk dan atas nama

Nama/Merek Usaha S TP R T TS

Alamat e .

Kam: mengajukan Permohonan Pembetulan/Pembatalan/Pengurangan/
Penghapusan Sanksi Administratif atas SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/
SKPDLB/STPD *) NOMOF .....cccvvmmrmrnrmsimrssevasees RO . U N tahun

.........................................................

Demikian agar kiranya Bapak dapat menyetujuinya. Sebelumnya kami
ucapkan banyak tenima kasih.

Hormat Kam,
Pemohon

*) Coret yang tidak perlu
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Z. CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN/PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI/KEBERATAN PAJAK

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
)
mmwoﬁnlgmmﬂ&nw@qmaana\ 73
Alamat : Jalan Perwakilan Nomor 1, Wates, Kulon Progo

Telp : (0274) 773221, Fax : (0274) 773221
Website : https;//bkad.kulonprogokab.go.id/, Email : bkad@kulonprogokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR : ..... TAHUN ....

TENTANG
PENGHAPUSAN/PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI/KEBERATAN*) PAJAK
...... WAJIB PAJAK ..... NPWPD ......

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

Membaca : 1. Surat Permohonan perihal Penghapusan Sanksi
Administrasi atas Pajak ..... atas nama ..... ,
tanggal ......

2. Laporan Hasil Penelitian atas Penghapusan
Sanksi Administrasi atas Pajak ..... , tanggal .....
Nomor ......
Menimbang a.
b.
C.
Mengingat 1. Undang-undang Nomor .....;
2.
3.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan . Keputusan KEPALA BADAN KEUANGAN DAN

ASET DAERAH TENTANG PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI PAJAK ..... WAJIB PAJAK

..... NPWPD .....
KESATU . Menghapus sanksi administrasi Pajak ..... terutang
dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah ......
KEDUA . Besarnya Pajak ..... yang harus dibayar atas

ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum
kesatu adalah sebagai berikut.

Wajib Pajak : .....

NPWPD Do

Alamat Do

dengan perincian sebagai berikut :
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Dikurangkan/

Uraian S((eFr{nu)Ia Dihapuskan M?F?Ja)ld'
i (Rp) P
Pajak yang
tidak/kurang dibayar
Sanksi Administrasi
1. Bunga
Pasal.......
2. Kenaikan
Pasal....
3. Denda
Pasal.......
Jumlah pajak yang 0 0 0
masih harus dibayar
KETIGA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Wates
pada tanggal .....
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
NIP.

Paraf Koordinasi

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

P wDdPRE

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.
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AA.CONTOH SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU
PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGURANGAN ATAU
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
) ,
o umw&nlg_ymvmﬂ&ao&]@rr]rm.gra 3

Jalan Perwakilan No.1, Wates, Wates, Kulon Progo
Telp. (0274) 773221, Kode Pos 55661

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
KULON PROGO
NOMOR :

TENTANG
PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAN
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Menimbang . 1. bahwa berdasarkan Peraturan
2. bahwa berdasarkan pertimbangan

Mengingat = 1,
2.

Memperhatikan @ 1. Peraturan
2. Peraturan
MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Wates, 2025
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BB.CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PEMBETULAN,
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAN
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
0 , ,
amrw_(mn, nnm&)ma_mr]an%?a '7’7{

Jalan Perwakilan No.1, Wates, Wates, Kulon Progo
Telp. (0274) 773221, Kode Pos 55661

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
KULON PROGO
NOMOR :
TENTANG
PENOLAKAN PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN
PAJAK DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Menimbang . 1. bahwa berdasarkan Peraturan
2. bahwa berdasarkan pertimbangan

Mengingat i
2.

Memperhatikan - 1. Peraturan

2. Peraturan
MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATU
KEDUA
Wates, 2025

Kepaia Badan Keuangan dan Aset Daerah

TAUFI
Pembit
NIP. 14




109

CC. CONTOH SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN SPPT PBB

FORM-06

NOMOT oo tanggal :
Lamp. : terlampir

Perihal : Permohonan Pembatalan SPPT KEPADA
PBB
Yth. Kepala BKAD Kabupaten Kulon
Progo
JI. Perwakilan No. 1 Wates,
Di-
WATES
Diberitahukan dengan hormat, bahwa SPPT PBB untuk Tahun ............... atas nama

Wajib Pajak (WP) PP

NOP R

Alamat WP
Dusun/Jalan O
Kal/Kel e
Kapanewon e

Nomor SPPT L,

Jumlah Pajak RP. o,

Terutang

Dengan ini mengajukan permohonan pembatalan atas SPPT dimaksud, dikarenakan :
a) Obyek Untuk kepentingan umum / tanah negara / bebas pajak;
b) Terdapat pencatatan ganda (double) dengan SPPT PBB, atas nama :
Nama Wajib Pajak ...
Nomor SPPT e
Jumlah Pajak Terutang PP
Sebagai bahan pertimbangan bersama ini terlampir dokumen, antara lain :
a. SPPT Tahun Pajak bersangkutan;
b. Foto kopi KTP Wajib Pajak/ pemohon;
c. Foto kopi Tanda Bukti Kepemilikan (Sertifikat) /Penguasaan/Pemanfaatan atas
Tanah/bangunan)*;
d. Surat Keterangan dari Lurah;
e. Surat Kuasa bagi yang dikuasakan;
f. Data pendukung lainnya;

Demikian kami sampaikan dengan data dan keadaan yang sebenar-benarnya. Atas dikabulkannya
permohonan ini diucapkan terima kasih.

*Fasilitas Umum
Wajib Pajak / Kuasanya*)

(Nama Jelas)
Nomor HP. =,

Wates, 30 April 2025
BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN
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